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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan 

Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  Badan 

Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 

2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja dalam masa RENSTRA Tahun 2018.-2023 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja 

(RENJA) Tahun 2021 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023). 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone  

disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan 

LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone  Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap 

aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pendapatan 

Daerah Kab. Bone Komitmen dalam penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone, 

bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan 

berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone  untuk senantiasa meningkatkan 

kinerjanya. 

Cakupan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone  Tahun 2021 terdiri atas : 

Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja. Pendahuluan memiliki 

muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta 

keragaman sumberdaya manusia di Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone  Adapun aspek 

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. 

Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi 

terhadap indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone  pada tahun 2021, 

termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya. 

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone  

Tahun 2021 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 3 indikator kinerja utama semua 

telah memenuhi target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan namun peningkatannya 
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belum menunjukkan angka-angka yang berarti bila dibanding dengan tingkat kebutuhan 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Bone. Namun 

disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai.  Analisa dan evaluasi 

atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan 

pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan 

dengan itu, LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone  Tahun 2021 ini, dapat menjadi 

masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, 

baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi 

pelaksanaannya. 

 

 

Watampone,  14  Februari  2022 

KEPALA BAPENDA KAB. BONE 

 

 

 

    Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM 

                                                                              Pangkat : Pembina Utama Muda 

                                                                              Nip        : 19660717 198603 1 009 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

A.  UMUM 

I.   LATAR BELAKANG  

Semangat reformasi telah mewarnai Pemerintah Daerah/Organisasi, 

Aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara 

yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam 

pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good Governance. Agar sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, dengan konsep dasar 

akuntabilitas yang sasarannya pada klasifikasi, responsibilitas manajerial dari 

setiap bagian, dan masing masing individu bertanggung jawab atas setiap 

kegiatan yang nyata dan benar-benar direncanakan, dilaksanakan serta 

direalisasikannya. Upaya menciptakan tata kepemerintahan yang baik (Good 

Governance) membutuhkan komitmen yang kuat, tekad untuk berubah 

menjadi lebih baik dan sikap konsisten. Berkaitan dengan hal itu maka 

dibutuhkan prinsip-prinsip yang tegas, utuh dan bersinergi dari keempat 

nilai/prinsip berikut yaitu transparansi, partisipasi, penegakan hukum, dan 

akuntabilitas yang nantinya dapat dikembangkan dan dielaborasi menjadi 

prinsip yang bersifat implementatif dalam setiap tugas pokok organisasi. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan 

pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan perencanaan 

strategis yang telah dirumuskan oleh masing-masing instansi pemerintah 

kepada Bupati yang dilaksanakan selama. 

2. MAKSUD DAN TUJUAN  

LKj Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone merupakan salah satu 

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah 

selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai 
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tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali 

untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. 

LKj Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone merupakan proses untuk menilai 

pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang 

kerberhasilan dan kegagalan pencapain tujuan dan sasaran yang selanjutnya 

dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, 

permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk 

perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan 

datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah 

untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan 

publik. 

 

3. LANDASAN HUKUM  

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerinrah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

6.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinertja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah 

7. Surat Edaran Menpan no. Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja 

Pemerintah Daerah   

8. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan 

Daerah. 

9. Peraturan Bupati Bone No. 41 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Bone No 71 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis 

Perangkat daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 

 

B. ORGANISASI  

1. Tugas dan Fungsi  

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone 95 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone mempunyai fungsi untuk 

penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan khususnya 

pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam 

fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebagai berikut : 

a. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan 

teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas 
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dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan 

fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah 

b. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan 

teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas 

dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan 

fungsi penunjang pengendalian & evaluasi pendapatan 

daerah  

c. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan 

teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas 

dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan 

fungsi penunjang perencanaan & pengembangan pendapatan 

daerah
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PENDAPATAN DAERAH 
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Gambar 1.1 

Struktur Organisasi  

Badan Pendapatan Daerah  

Kabupaten Bone 
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Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Badan Pendapatan 

Daerah Kab. Bone sebagai berikut: 

Diagram 1 

 

Berdasarkan diagram diatas Jumlah ASN lingkup Badan Pendapatan 

Daerah sejumlah 48 orang. Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan 

Daerah Kab. Bone masih didominasi oleh perempuan sebanyak 27 perempuan 

dan laki-laki sebanyak 21 orang. Untuk Golongan II sebanyak 9 orang dan 

golongan III sebanyak 31 orang, sedangkan golongan IV sebanyak 9 orang. 

Diagram 2 

 

0 10 20 30 40 50 60

Laki-Laki

Perempuan

Total

REKAPITULASI BEZETTING PNS
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BONE

KEADAAAN AGUSTUS 2021

Jumlah PNS Jumlah L + P Jumlah Gol.II Jumlah Gol.III Jumlah Gol.IV

0

5

10

15

20

25

Laki-Laki Perempuan Total

ASN YANG MENGIKUTI DIKLATPIM

Tk.II Tk.III Tk.IV Jumlah L + P
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ASN yang teah mengikuti Diklat Kepemimpinan sebanyak 22 

orang. Yang telah mengikuti Diklatim II sebanyak 1 Orang, Diklatpim III 

sebanyak 5 orang dan Diklatpim IV sebanyak 16 orang  

Diagram 3 

 

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa jumlah ASN 

yang memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 32 orang , S2 sebanyak 

7 orang dan SMA sebanyak 8 orang.   

C. ISU STRATEGIS  

Tantangan dalam Pelayanan pada Era globalisasi dan keterbukaan 

informasi, diharapkan pelayanan publik semakin efisien dan terukur baik dari 

segi waktu dan pembiayaan. Disamping itu juga mendekatkan pelayanan 

terhadap masyarakat di daerah-daerah strategis dan potensial, sehingga 

masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk melakukan kewajibannya 

sebagai wajib pajak daerah/retribusi daerah. Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bone didalam melaksanaan tugas dan fungsi menghadapi beberapa 

permasalahan/kendala yang diuraikan sebagai berikut : 

1. Tidak tersedianya SDM penilai pajak, pemeriksa pajak, juru sita 

dan penyuluh pajak   

11
4 6

21

21

3 2
1

27

32

7 8

1

48

S1 S2 SLTA SARMUD / D3 JUMLAH PNS

JUMLAH ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN

Laki-Laki Perempuan Jumlah L + P
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2. Masih rendahnya kepatuhan wajib  pajak daerah 

3. Kontribusi/Rasio PAD terhadap APBD masih rendah 

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam mengembangkan 

pelayanan telah berusaha merumuskan dan menganalisa faktor-faktor 

penentu keberhasilan (Faktor Kunci Keberhasilan) atau peluang dalam 

pelayanan masa akan datang yang mencakup : 

1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai agar 

menjadi SDM yang lebih handal dan berkompeten  

2.  Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah 

3. Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah Berbasis IT 

4. Optimalisasi pelayanan pajak daerah 

 

                                   Gambar 1.2 

Dokumentasi Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah  
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Gambar 1.3 

Dokumentasi Sosialisasi Pajak Hotel 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Tujuan dan Sasaran 

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone 

merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bone merupakan dokumen perencanaan yang 

memuat tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, dalam rangka melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan 

aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan 

menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, 

termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, 

sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sesuai dengan visi 

Pemerintahan Kabupaten Bone  tahun 2018-2023 adalah: 

 

 

 

 

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi, yakni “Masyarakat 

Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat 

Bone yang Sejahtera”. Adapun misi Kabupaten Bone pada RPJMD Perubahan 

2018-2023 terdapat pada misi pertama yaitu 

  

 

 

 

 

Untuk mencapai visi dan misi  Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone 

maka dirumuskan sasaran  yang merupakan merupakan penjabaran dari 

tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

MASYARAKAT  BONE YANG 

MANDIRI, BERDAYA SAING & 

SEJAHTERA 

Misi I 

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, 

bersih dan bebas  dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  

(KKN) 
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tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya 

sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada 

penyusunan program dan kegiatan. 

Adapun sasaran adalah  rumusan kondisi yang menggambarkan 

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah  

yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.  

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan 

indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran 

untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran 

disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). 

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 

tertentu/tahunan secara  berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang 

ditetapkan dalam rencana strategis. 

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Bapenda Kabupaten 

Bone dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023, ditetapkan tujuan dan sasaran 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUJUAN  

Meningkatkan 

Kemandirian 
Pendanaan 

Pendapatan daerah 

SASARAN  INDIKATOR 

SASARAN  

2. Meningkatnya 
Akuntabilitas 

Kinerja Urusan 

Penunjang Badan 
Pendapatan Daerah 

3. Meningkatnya 

Pendapatan Asli 
Daerah 

Meningkatnya 

Penggunaan 

Teknologi Digital 
Dalam Pengelolaan 

Pendapatan  

4. Meningkatnya 
Penggunaan 

Teknologi Digital 

Dalam Pengelolaan 
Pendapatan 

5.  

1. Hasil Evaluasi 

SAKIP Oleh APIP 
al Dalam 

Pengelolaan 

Pendapatan 
2. Persentase rata-

rata kenaikan 
pendapatan asli 

daerah   
3. Persentase 

aplikasi layanan 
pendapatan 

daerah 

1.  
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Pernyataan tujuan dan target jangka menengah Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bone beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023 

Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Target Kinerja Pada Tahun ke- 

2019 2020 2021 2022 2023 

Meningkatkan 

Kemandirian 

Pendanaan 

Pendapatan 

daerah 

Rasio PAD   10.50 % 10.62% 10.50% 

1 Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja urusan 

penunjang 

badan 

pendapatan 

derah 

Hasil Evaluasi 

SAKIP Oleh APIP 

  B BB BB 

2 Meningkatnya 

Pendapatan Asli 

daerah 

Persentase rata-

rata kenaikan 

pendapatan asli 

daerah 

  13.35% 6.50% 6.50% 

3 Meningkatnya 

penggunaan 

teknologi digital 

dalam 

pengelolaan 

pendapatan 

Persentase 

aplikasi layanan 

pendapatan 

daerah 

  100 100 100 

          Sumber Data: Renstra Perubahan Bapenda Tahun 2018-2023  
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Berdasarkan Rencana Strategis Perubahan  Tahun 2021 Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bone terdapat Satu tujuan dan 3 sasaran 

yang akan di capai. Tujuannya adalah meningkatkan kemandirian 

pendanaan pendapatan daerah dengan indikator Rasio PAD terhadap 

pendapatan daerah . Adapun sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja urusan penunjang badan pendapatan derah dengan indikator hasil 

evaluasi Sakip oleh APIP pada tahun 2021 diharapkan mendapat nilai BB.  

Adapun sasaran 1.2 yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli daerah 

dengan indikator kinerja Persentase rata-rata kenaikan pendapatan asli 

daerah sebsar 13.5% untuk tahun 2021. Sedangkan sasaran 1.3 yaitu 

Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan 

dengan indikator kinerja Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah 

dengan target 100%.  

B. Strategi dan Arah Kebijakan 

1. Strategi 

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 

pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi 

merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang 

dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi 

adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, 

sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu 

mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan 

ketersediaan sumber daya Perangkat Daerah. 

 Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu 

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan 

atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran 

dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan  Perangkat Daerah. 

Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan 

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu 

sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan. 
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Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang 

ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bone ditetapkan sebagai berikut : 

1. Peningkatan Kuantitas Tata Kelola Pendapatan  Daerah  

2. Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD 

3. Mendorong partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan PAD 

4. Meningkatkan kualitas dokumen perangkat daerah yang terkait 

dengan akuntabilitas kinerja 

2. Arah Kebijakan 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan 

persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan.Arah Kebijakan 

adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan 

permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis 

Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai 

penjabaran strategi.Elemen penting dalam menyiapkan arah kebijakan 

adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-

kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. 

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang 

telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam 

pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya 

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran dan 

tujuan.. Oleh karena itu Arah Kebijakan yang ditetapkan Badan Pendapatan 

Daerah dirumuskan sebagai berikut : 

1) Pengembangan Kapabilitas  Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Melalui Inovasi Dan Pemamfaatan IT 

2) Peningkatan kapasitas  dan profesionalisme SDM pengelola 

pendapatan daerah 

3) Peningkatan Sarana & Prasarana pada Sumber-Sumber Pendapatan 

Asli Daerah  

4) Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan atas Pengelolaan PAD  

5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terkait Pajak & Retribusi 

Daerah 
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6) Pengembangan Sistem Pendataan Wajib Pajak & Retribusi Daerah 

yang berbasis Teknologi Informasi 

7) Sosialisasi  kepada masyarakat terkait pengelolaan PAD bagi 

Pembangunan Daerah 

8) Peningkatan kualitas dokumen perangkat daerah yang terkait dengan 

akuntabilitas kinerja. 

Rumusan Strategi  dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bone secara rinci dapat dilihat pada  tabel berikut: 

                                       Tabel 2.2 

VISI  : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera 

MISI  : Meningkatkan tata  kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) 

Tujuan Sasaran Strategi 
  

Arah Kebijakan 

Meningkatkan 

Kemandirian 

Pendanaan 
Pendapatan 

Daerah  

Rasio PAD    

Meningkatnya 

Pendapatan  

Asli Daerah  

Peningkatan 

Kualitas Tata 

Kelola 
Pendapatan 

Daerah 

1. 

 

 
 

2. 

Optimalisasi 

Pengendalian & 

Pengawasan atas 
Pengelolaan PAD 

Peningkatan 
Kualitas 

Pelayanan Publik 
terkait Pajak & 

Retribusi Daerah 

Meningkatnya 

Penggunaan 
Teknologi 

Digital Dalam 
Pengelolaan 

Pendapatan 
Daerah  

Pengembangan 

Kapabilitas  
Sistem 

Pengelolaan 
Pendapatan 

Daerah Melalui 
Inovasi Dan 

Pemanfaatan 
IT 

 

1. 

 
 

 
 

2. 
 

 
 

 

3. 

  Peningkatan 

Sarana & 
Prasarana pada 

Sumber-Sumber 
Pendapatan Asli 

Daerah 
Pengembangan 

Sistem Pendataan 
Wajib Pajak & 

Retribusi Daerah 

yang berbasis 
Teknologi 

Informasi 
Sosialisasi  

kepada 
masyarakat 
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terkait 
pengelolaan PAD 

bagi 
Pembangunan 

Daerah 

 Meningkatnya 
Akuntabilitas 

Kinerja 

Urusan 
Penunjang 

Pendapatan 
Daerah 

Meningkatkan 
kualitas 

dokumen 

perangkat 
daerah yang 

terkait dengan 
akuntabilitas 

kinerja 

 Peningkatkan 
kualitas 

dokumen 

perangkat 
daerah yang 

terkait dengan 
akuntabilitas 

kinerja 

Sumber Data: Renstra Perubahan Bapenda Tahun 2018-2023  

C. Indikator Kinerja Utama 

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator 

kinerja perangkat daerah utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran 

tertentu. Setiap perangkat daerah wajib merumuskan indikator kinerja 

utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. 

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, perangkat daerah 

bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja 

utama juga dapat meningkatkan kinerja. Sehingga bisa meraih tujuan, 

sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bone ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 

Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone. Dapat 

diuraikan pada table berikut: 

Tabel 2.3 

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone  

 

No  Tujuan & Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Utama 

Satuan Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan Capaian Target 

Kinerja 

1. Tujuan :  

Meningkatkan 

kemandirian 

pendanaan 

Rasio PAD 

 

persen Rasio PAD terhadap 

Pendapatan Daerah 
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pendapatan 

daerah  

 

1.1 

Sasaran : 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja urusan 

penunjang Badan 

Pendapatan 

Daerah Kab. Bone 

 

Hasil 

evaluasi 

SAKIP oleh 

APIP 

 

Predikat 

 

Nilai Capaian Target Kinerja 
ditentukan berdasarkan Hasil 
Evaluasi 

Implementasi SAKIP yang 

dipublikasikan Oleh 

Inspektorat Daerah Kab. Bone 

1.2 Sasaran: 

Meningktanya 

Pendapatan Asli 

daerah  

Persentase 

Rata-rata 

kenaikan 

pendapatan 

asli daerah 

persen Realisasi PAD N –Realisasi PAD (-
N) X 100 

Realisasi (-N) 

Ket : 

(N) Tahun ini 

(-N) Tahun Lalu  

Sumber data: 

Realisasi Pendapatan  

     

     

1.3 Sasaran : 

Meningkatnya 

penggunaan 

teknologi digital 

dalam pengelolaan 

pendapatan 

Persentase 

aplikasi 

layanan 

pendapatan 

daerah  

Persen Persentase realisasi aplikasi 
layanan pendapatan X100 

Persentase jumlah aplikasi 
layanan pendapatan daerah 

Sumber Data: Perbup Bone 101 Tahun 2021 

Berikut adalah indikator kinerja utama Badan Pendapatan 

Daerah selama perencanaan 5 tahun yang tertuang pada Rencana Strategis 

Badan Pendapatan daerah Kabupaten Bone . 

Tabel 2.4 

IKU Bapenda pada Renstra 2018-2023 

 

Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Kinerja Utama  

Target Kinerja Pada Tahun ke- 

2019 2020 2021 2022 2023 

Meningkatkan 

Kemandirian 

Pendanaan 

Pendapatan 

daerah 

Rasio PAD   10.50 % 10.62% 10.50% 
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1 Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja urusan 

penunjang 

badan 

pendapatan 

derah 

Hasil Evaluasi 

SAKIP Oleh APIP 

  B BB BB 

2 Meningkatnya 

Pendapatan Asli 

daerah 

Persentase rata-

rata kenaikan 

pendapatan asli 

daerah   

  13.35% 6.50% 6.50% 

3 Meningkatnya 

penggunaan 

teknologi digital 

dalam 

pengelolaan 

pendapatan 

Persentase 

aplikasi layanan 

pendapatan 

daerah 

  100 100 100 

Sumber Data Renstra Perubahan Bapenda 2018-2023 

D. Perjanjian Kinerja  
 

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada 

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program 

/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, 

maka terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara 

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, 

fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

Perjanjian Kinerja digunakan sebagai : 

1) wujud komitmen antara penerima dan penerima amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja 

aparatur;  

2)  tolok ukur evaluasi kinerja aparatur;  
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3) Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan, 

sasaran organisasi, sebagai dasar pemberian penghargaan dan 

sanksi;  

4) Dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi 

dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima 

amanah;  

5) Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai Perjanjian Kinerja 

Bapenda Kabupaten Bone Tahun 2021 merupakan target kinerja 

tahun ketiga dari Renstra Bapenda Kabupaten Bone Tahun 2018-

2023, yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama 

(IKU).  

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan 

dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat 

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja 

dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam 

PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan 

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota 

sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima 

amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen 

dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan 

Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang 

tersedia.  

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang 

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja 

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga 

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun 
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sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap 

tahunnya.  

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja  

 
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati/Walikota dan 

pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, 

transparansi, dan kinerja aparatur;  

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 

aparatur;  

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian 

penghargaan dan sanksi;  

4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, 

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja 

pimpinan SKPD;  

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.  

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah Penetapan Kinerja 

merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan 

janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang 

waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya 

yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah 

untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, 

sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan 

pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur 

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar 

pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. 

Ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan 

Daerah Kab. Bone Tahun 2020 sebagai berikut: 
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Tabel 2.5 

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 

Tujuan Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Target 

(Persen) 

Program Anggaran 

(Rp) 

Meningkatka

n  
Kemandirian 

Pendanaan 

Pendapatan 
Daerah 

 

Rasio PAD 

 

 

10,50 

  

 Meningkatny

a 

akuntabilitas 

kinerja 

urusan 

penunjang 

Badan 

Pendapatan 

Daerah Kab. 

Bone  

Hasil 

evaluasi 

SAKIP oleh 

APIP  

 

B Penunjan

g Urusan 

Pemerinta

han 

Daerah/K

ab/Kota 

9,877,786,773 

 Meningkatnya 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Persentase 

Rata-rata 

Kenaikan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

13.35 Pengelola

an 

Pendapat

an daerah 

4,163,622,000 

 Meningkatny

a penggunaan 

teknologi 

digital dalam 

pengelolaan 

pendapatan  

 

Persentase 

aplikasi 

layanan 

pendapata

n daerah  

 

100 

Jumlah 14,041,408,773 

Sumber Data:Perjanjian Kinerja Bapenda Tahun 2021 

E. Standar Penilaian Kinerja 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.  
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Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah 

merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan 

teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis 

terhadap hasil kinerja Badan Pendapatan Daewrah Kab.Bone maka telah 

ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan 

dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai 

berikut:  

Tabel 2.6 

Standar Penilaian Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator 

kinerja adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi/Target x 100% 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Tujuan tidak harus 

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat 

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan 

akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam kurun tahun 2021 

menetapkan tujuan yaitu meningkatkan ”Kemandirian Pendanaan 

Pendapatan Daerah”  

Dengan adanya penyataan tujuan, maka akan jelas bagi Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bone mengenai arah yang akan dituju 

dalam  rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bone melaksanakan penilaian kinerja 

berpedoman pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 yang telah 

disepakati pada awal tahun. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi 

dan mengukur data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran 

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, guna 

mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang 

akan datang. 

Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik menggambarkan target 

atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang 

diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara 

signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. 

Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya 

untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran 

pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target 

dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran 

Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan 

evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

sasaran strategis. Badan Pendapatan Daerah  Kabupaten Bone telah 
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melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Renja Badan Pendapatan daerah tahun 2021 

Berdasarkan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 

maka ditetapkan tujuan, strategis beserta indikator kinerja sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 

Berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan, maka berikut ini 

diuraikan capaian indikator kinerja pada Bapenda Kabupaten Bone untuk 

Tahun 2021 :  

           Tabel 3.1 

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 
Badan Pendapatan Daerah 

 

VISI 

Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera 

MISI 

Meningkatkan tata  kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme ( KKN .) 

TUJUAN  

Meningkatkan 
Kemandirian 

Pendanaan 

Pendapatan daerah 

SASARAN  INDIKATOR 

SASARAN  

1. Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja Urusan 
Penunjang Badan 

Pendapatan Daerah 

2. Meningkatnya 
Pendapatan Asli 

Daerah 

Meningkatnya 

Penggunaan 
Teknologi Digital 

Dalam Pengelolaan 

Pendapatan  
3. Meningkatnya 

Penggunaan 

Teknologi Digital 
Dalam Pengelolaan 

Pendapatan 

4.  

1. Hasil Evaluasi 

SAKIP Oleh APIP 
al Dalam 

Pengelolaan 
Pendapatan 

2. Persentase rata-
rata kenaikan 

pendapatan asli 

daerah   
3. Persentase 

aplikasi layanan 
pendapatan 

daerah 

6.  
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Tujuan/Sasaran 
strategis  

Indikator 
Kinerja 

Target 
Tahun 

2021 

Realisasi 
tahun 

2021 

Capaian Kategori 

1. Meningkatkan  
Kemandirian 

Pendanaan 
Pendapatan 

Daerah 

Rasio PAD 

 
 

10,50% 

 
 

7,69% 

 
 

73,27% 

 
 

Cukup 
Berhasil 

1.1 Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja 
urusan 
penunjang 
Badan 
Pendapatan 
Daerah Kab. 
Bone 

1 Hasil 
evaluasi 
SAKIP oleh 
APIP  
 

B 

(4) 

BB 

(5) 

125% Sangat 

Tercapai 

1.2 Meningkatnya 

Pendapatan 
Asli Daerah 

2 Persentase 

Rata-rata 
Kenaikan 

Pendapatan 
Asli Daerah 

13.35 -34,78 -260.52 Tidak 

tercapai 

1.3 Meningkatnya 
penggunaan 
teknologi 
digital dalam 
pengelolaan 
pendapatan  
 

3 Persentase 
aplikasi 
layanan 
pendapatan 
daerah  
 

100 100 100 Sangat 

Tercapai 

 Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 9.44 

 

Tidak 

tercapai 

           Sumber Data: Kertas Kerja Evaluasi Kinerja Bapenda Tahun 2021 

Berdasarkan table diatas rata-rata capaian indikator kinerja 

Badan Pendapatan Daerah Kabuapten Bone untuk Tahun 2021 yaitu 

9,44 dengan kategori tidak tercapai. Untuk sasaran 1.1 dan sasaran 1.3 

dengan kategori sangat tercapai dengan nilai lebih dari 100% sedangkan 

untuk sasaran 1.2 dengan kategori tidak tercapai. 

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023 

. Adapun realisasi dan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah 

Kab. Bone  apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh 

matrik sebagai berikut:  
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Tujuan/Sasaran 

Strategis  

Indikator 

Kinerja  

Data 
awal  Realisasi Kinerja Capaian Kinerja  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Meningkatkan  
Kemandirian 

Pendanaan 
Pendapatan 

Daerah 

Rasio PAD  23.91 9.43 11.47 7.69 

    

104.43 126.74 
         

73.24  

    

        

        

        

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja urusan 
penunjang 

Badan 
Pendapatan 

Daerah Kab. 
Bone 

Hasil 
evaluasi 

SAKIP oleh 
APIP  

B 
B 

(4) 
BB 
(5) BB 

(5) 
 
  

   
100 

125 

 
 
 

125   
          

          

          

Meningkatnya 
Pendapatan Asli 

Daerah 

Persentase 

Rata-rata 
Kenaikan 

Pendapatan 
Asli Daerah 

-23.61 7.57 17,79 (34.78) 

    

1182.81 301.53 
  
(260.52) 

    

Meningkatnya 

penggunaan 
teknologi digital 

dalam 
pengelolaan 

pendapatan  

Persentase 

aplikasi 
layanan 

pendapatan 
daerah  

      

100 

        

100 

    

                  

 *                 

                  

Sumber Data : Renstra Perubahan 2018-2023 

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023 
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Berdasarkan data table diatas menunjukkan bahwa terdapat 

perubahan yang sangat signifikan antara realisasi target dan 

capaian kinerja dengan penejelasan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 Untuk target Renstra pada Tahun 2021 rasio pendapatan 

daerah terhadap PAD sebesar 10.50% dengan realisasi kinerja 

sebesar 7,69% atau realisasi sebesar Rp. 2,301,218,013,615,- dan 

Jumlah PAD sebesar Rp. 177,042,099,868. Dalam hal ini target 

Rentsra tidak tercapai karena berkurangnya jumlah bantuan 

penanganan Covid 19 yang semula dianggarakan pada tahun 2020 

sudah tidak ada lagi pada ahun 2021. 

Realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah untuk periode 

Renstra 2018-2023 jumlahnya fluktuatif. Capaian kinerja Rasio 

PAD terhadap pendapatan di awal renstra sebesar  23,91% 

mengalami penurunan pada tahun 2021.   

 

 

 

 

 

 

Pada tabel 3.2 Capaian indikator kinerja pada tabel Hasil 

Evaluasi Sakip oleh APIP telah melebihi target yang ditentukan yaitu 

predikat BB dari target B, dengan demikian Sasaran strategis 

meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Pendapatan 

TUJUAN : Meningkatkan  Kemandirian Pendanaan Pendapatan 

Daerah 

Indikator : Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah 

Sasaran I: Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang 

Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone 

Indikator : Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP 
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Daerah tercapai 125 %. Sedangkan pada tabel 3.7 menunjukkan hasil 

evaluasi SAKIP oleh APIP dengan predikat BB, dari segi predikat hasil 

evaluasi SAKIP mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 

pada Tahun 2019 mendapat predikat B dengan nilai 68,46 dan pada 

Tahun 2020 mendapat Predikat BB dengan nilai 70,6.  Selanjutnya 

sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.7 untuk tahun 2021 Predikat 

BB dengan nilai 73,21 dengan  indikator kinerja sasaran Tahun 2021 

merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Renstra Periode Tahun 2018-2023. Pencapaian kinerja Tahun 

keempat (2021) Renstra mendapatkan predikat BB dibandingkan 

dengan capaian kinerja Tahun terakhir periode Renstra (2023) dengan 

predikat BB. 

            Gambar 1.4 Piagam Penghargaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran II: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah  

Indikator : Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah 
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Komponen PAD yang diharapkan mengalami pertumbuhan 

cukup cepat setiap tahunnya adalah pajak daerah dan retribusi 

daerah. Di Kabupaten Bone, penerimaan pajak daerah untuk tahun 

2018 sebesar Rp 51,23 milyar kemudian meningkat  menjadi Rp 60,49 

milyar pada tahun 2021 atau secara rata-rata bertumbuh 7,98 persen 

per tahun. Sumbangan  pajak daerah  terhadap total pendapatan asli 

daerah  mengalami peningkatan secara rata-rata 7,98 persen per 

tahun selama periode 2018-2021. 

Selanjutnya, penerimaan retribusi daerah selama periode 

2018-2021 menurun dari kisaran antara Rp 22,18  milyar dan Rp 

19,28 milyar. Pendapatan retribusi terbesar terjadi pada tahun  2020 

sebesar Rp 22,18 milyar. Realisasi retribusi daerah mengalami 

pertumbuhan yang cukup tidak stabil sehingga secara rata-rata 

pertumbuhannya mencapai angka 13,62 persen per tahun. Proporsi 

retribusi daerah terhadap total PAD tertinggi terjadi pada tahun 2020 

sebesar 8,17 persen selanjutnya setiap tahun menurun hingga 

mencapai 13,04 persen pada tahun 2021. Penurunan nilai dan 

sumbangan retribusi daerah di Kabupaten Bone dapat disebabkan 

oleh banyak faktor  sehingga kedepan perlu mendapat perhatian 

penuh. Komponen PAD yang lain adalah pengelolaan hasil kekayaan 

daerah yang dipisahkan. Pendapatan yang bersumber dari hasil 

pengelolaan daerah nampaknya masih relatif kecil dibandingkan 

dengan sumber-sumber PAD lainnya akan tetapi pada tahun 2021 

pendapatan  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

mengalami peningkatan dari Rp 10,64 milyar pada tahun 2020 

menjadi Rp 13,68 milyar pada tahun 2021 atau bertumbuh secara  

rata-rata 19,77 persen per tahun. 

Adapun Lain-Lain Pendapatan Yang Asli Daerah Yang Sah 

yang merupakan komponen ke empat dari Pendapatan Asli daerah 

yang setiap tahun jumlahnya fluktuatif. Yang disebabkan Pencatatan 

pada penerimaan pendapatan daerah sering berubah-ubah. Selama 
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periode Tahun 2018-2021 mengalami penurunan. Antara tahun 2020 

dan 2021 menurun sebesar -54,55% diakibatkan berbagai factor. 

Salah satunya diakibatkan oleh berkurangnya penerimaan jasa giro 

liquiditas karena pengeluaran dana dari kas daerah semakin 

lancar  

Secara rinci rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Bone Tahun 2018-2021, dapat di lihat pada tabel di bawah 

ini :                                      

                            Tabel 3.3 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2018-2022 

Sumber Data : Bidang Sistem Informasi Pendapatan Bapenda 

 

 

 

No Uraian 

Miliar (Rp) 

Rata-Rata 
Pertumbuhan 

(%) 

2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 
6 8 

A Pendapatan Asli Daerah  214.280 230,46 271,45 177,04 -8.26 

1 Pendapatan Pajak Daerah 51.271 54,78 54,73 60,49 7,98 

2 
Pendapatan Retribusi 
Daerah 

19.652 19,27 22,18 19,28 13,62 

3 
Pendapatan Hasil 
Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang  di Pisahkan 

7.055 8,56 10,64 13,68 19,77 

4 
Lain Lain Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah 

136.301 147,85 183,89 83,57 -14,67 
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Pada sasaran ke 3 ini terdapat pada Renstra 

Perubahan 2018-2023 untuk tahun ke 4 dimana jumlah 

aplikasi yang digunakan untuk menunjang pengelolaan 

sistem informasi pajak daerah sebanyak 5 jenis aplikasi.  

Target sasaran ini tercapai sebanyak 100% . 

Realisasi untuk sasaran 3 tercapai sebanyak 100%  

dimana target penggunaan teknologi informasi terealisasi 

sebanyak 5 aplikasi yaitu : 

1. SISMIOP ( Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) 

2. NTPD ( Nomor Tanda Daftar Pajak Daerah) 

3. KSWPD (Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah ) 

 -

 100.000.000.000

 200.000.000.000

 300.000.000.000

 400.000.000.000

 500.000.000.000

 600.000.000.000

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan
Kekayaan daerah yang

dipisahkan

Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah

REALISASI PAD 2018-2021

2018 2019 2020 2021

Sasaran III: Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam 

pengelolaan pendapatan dalam pengelolaan pendapatan 

Indikator : Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah 
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4. SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli 

Daerah)    

5. SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah ) 

 

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka 

Menengah Renstra 

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja 

tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja 

sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah 

sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Tahun 2018 – 2023 seperti dalam 

tabel di bawah ini:  

Tabel 3.4 
 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target 

Jangka Menengah Renstra 2018 -2023 

 
Tujuan/ 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Jangka 

Menengah 

Realisasi Kinerja 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 Meningkatkan  

Kemandirian 
Pendanaan 

Pendapatan 

Daerah 

Rasio PAD  

 

 
10.50 

 

 
9,43 

 

 
11,47 

 

 
7,69 

  

1.1 Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja urusan 

penunjang 

Badan 

Pendapatan 

Daerah Kab. 

Bone 

Hasil 

evaluasi 

SAKIP oleh 

APIP  

 

 

 

BB 

(5) 

 

 

 

B 

(4) 

 

 

 

BB 

(5) 

 

 

 

BB 

(5) 

  

1.2 Meningkatnya 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Persentase 

Rata-rata 

Kenaikan 

6.50 7,57 17,79 -34,78   
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Sumber data : Resntra Perubahan Bapenda 2018-2023 

Berdasarkan tabel 3.4 Target Jangka Menengah pada 

Tujuan Renstra Tahun 2018-2023 sebesar 10.50% . Berdasarkan 

realiasasi capaian kinerja tahun 2021 sebesar 7,69% hal ini 

mengalami penurunan sebesar 73,24% . 

Pada sasaran 1.1 dan 1.3  mengalami peningkatan secara 

siginifikan. Pada sasaran 1.1 untuk tahun 2021 target pada 

renstra sebesar B dan terealisasi dengan perdikat BB , adapun 

target jangka menengah untuk sasaran 1.1 adalah BB. Adapun 

target jangka menengah pada sasaran 1.3 yaitu 100%. 

Untuk sasaran 1.2 target jangka menengah sebesar 6.50 %. 

Berdasarkan realiasasi sampai dengan tahun ke empat tercapai 

dengan angka fluktuatif. Hal ini disebabkan dengan berbagai 

factor. Salah satunya yaitu pencatatan penerimaan PAD lain-lain 

yang sah sering berubah-ubah setiap tahunnya.  

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil evaluasi yang dilakukan target jangka 

menengah untuk Tujuan Renstra yaitu sebesar 10.50%, dengan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

1.3 Meningkatnya 

penggunaan 

teknologi 

digital dalam 

pengelolaan 

pendapatan  

Persentase 

aplikasi 

layanan 

pendapatan 

daerah  

100   100   

Tujuan  
Meningkatkan  
Kemandirian 

Pendanaan 
Pendapatan 

Daerah 

 

Indikator :  

Rasio PAD 
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realiasi pada tahun 2019 yaitu 9,43 sedangkan untuk tahun 2020 

sebesar 11,47% dan Tahun 2021 mengalami penurunan dengan 

jumah 7,69%. 

 

 

 

 

 

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, target awal 

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone 

Periode 2018-2023 ditarget kan mengalami kenaikan. Hal ini sejalan 

dengan semakin di optimalkannya pengelolaan akuntabilitas kinerja 

perangkat daerah .  Pada Tahun 2019 ditarget dengan predikat  B , 

sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 dengam predikat BB. 

Adapun realisasinya dapat dilihat sesuai dengan table ………….tahun 

2019 meraih prediakat B dan tahun 2021 meraih predikat BB 

sehingga capaian kinerja untuk sasaran I melebihi 100% 

                                Gambar 1.5 

             Dokumentasi Penerimaan Penghargaan 

     Reformasi Birokrasi dengan Kategori Memuaskan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sasaran I 
Meningkatnya 
akuntabilitas 

kinerja urusan 
penunjang Badan 

Pendapatan 
Daerah Kab. Bone 

 

Iindikator :  

Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP 
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Pencapain di atas telah melampaui target, namun masih 

terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu  Terdapat aplikasi e-

SAKIP, e-Planing dan penganggaran namun belum terintegrasi dan 

belum sepenuhnya diimplementasikan sehingga belum efektif 

menjadi alat untuk memudahkan implementasi manajemen kinerja. 

 

 

 

 

 

 

Untuk Realisasi Sasaran II Rencana Strategis Badan 

Pendapatan  perode 2018-2023 persenatase capaian kinerjanya 

bersifat fluktuatif, hal ini disebabkan karena berbagai factor. 

Capaian untuk tahun 2019 sebsar 7,57% meningkat 42,55% di 

tahun 2020 dengan capaian 17,79% . Adapun realisasi untuk tahun 

2021 sebesar -34,78% dari target sebesar 13,35%. Hal ini disebakan 

oleh berbagai factor  

 

 

 

 

 

Pada Rencana strategis Perubahan Tahun 2018-2023 sasaran 

ke III yaitu meningkatnya Penggunaan Teknologi digital dalam 

pengelolaan pendapatan daerah dengan indikator persentase realisasi 

Sasaran II 
Meningkatnya 

Pendapatan Asli 
daerah  

 

Iindikator :  

Persentase rata-rata kenaikan 

pendapatan asli daerah  

Sasaran III 
Meningkatnya 

Penggunaan 
Teknologi digital 

dalam pengelolaan 
pendapatan 

daerah 

 

Indikator :  
Persentase aplikasi layanan 

pendapatan daerah 
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aplikasi layanan pendapatan daerah, hal ini terealisasi dengan capaian 

100%. 

4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar 

Nasional Lainnya  

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis 

dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan 

Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan 

Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM. 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagai Perangkat 

Daerah penunjang urusan pemerintaha bidang pendapatan tidak 

termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar.   

5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan   

Dalam mencapai tujuan dan sasaran terdapat hal-hal yang 

menjadi factor penyebab keberhasilan atau kegagalan . Berikut ini 

adalah table ikhtisar pencapaian capaian kinerja  Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bone  untuk Tahun 2021 

Tabel. 3.5 

Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja 

 

Tujuan/Sasaran 

Strategis 

 

Indikator 

Kinerja 

 

% 

Capaian 

 

Rata-

Rata 

Capaian 

Predikat 

>110 90=<s/d<110 60=<s/d<90 <60 

Sangat 

Berhasil 

Berhasil Cukup 

Berhasil 

Tidak 

Berhasil 

Meningkatkan  
Kemandirian 

Pendanaan 

Pendapatan 
Daerah 

 

Rasio PAD  7,69% 9.44    √ 

Meningkatnya 

akuntabilitas 
kinerja urusan 

penunjang 
Badan 

Pendapatan 

Hasil 

Evaluasi 

SAKIP oleh 

APIP 

125%  √    
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Daerah Kab. 
Bone 

Meningkatnya 

Pendapatan Asli 
daerah  
 

Persentase 
rata-rata 

kenaikan 
pendapatan 
asli daerah  

-260.52     √ 

Meningkatnya 
Penggunaan 

Teknologi digital 

dalam 
pengelolaan 

pendapatan 
daerah 
 

Persentase 
aplikasi 

layanan 

pendapatan 
daerah 

 

100  √    

Sumber data : Kerta kerja evaluasi kinerja 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum 

realisasi capaian indicator tujuan/sasaran strategis Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 dalam kategori tidak berhasil .  

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaia indicator 

kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :  

Tujuan I : Meningkatkan  Kemandirian Pendanaan Pendapatan 

Daerah 

Indikator : Rasio PAD 

Tujuan  Pada rencana kerja tahun 2021 masuk kategori tidak 

berhasil hal ini disebabkan karena turunnya jumlah realisasi 

Pendapatan Daerah dimana target Rasio PAD terhadap pendapatan 

daerah sebesar 10,50% hanya terealisasi sebesar 7,69% hal ini 

diakibatkan karena pandemic covid-19. Hal ini dapat dilihat pada table 

berikut : 

Tabel 3.6 Realisasi PAD Tahun 2021 

Realisasi PAD Tahun 2021 Rp. 177,042,099,868 

Realisasi Pendapatan Tahun 2021 Rp. Rp. 2,301,218,013,615 

Rasio PAD terhadap Pendapatan 7,69 % 

Sumber Data : Kertas Kerja Evaluasi Kinerja Bapenda Tahun 2021 
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Analisa penyebab kegagalan capaian indikator kinerja 

sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut: 

Penurunan Realisasi Penerimaan ini disebabkan adanya 

peningkatan dan penurunan penerimaan dari 4 jenis 

Penerimaan PAD yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Terdapat peningkatan Penerimaan Pajak Daerah yaitu dari 

Rp. 60,492,814,171   pada  Tahun 2021 dari target sebesar 

Rp. 55,452,080,493 pada Tahun 2021. Hal ini disebabkan 

karena Pajak Hotel dan Pajak Restoran terealisasi lebih dar 

100% karena hotel dan restoran sudah mulai beroperasi 

secara normal setelah tingginya kasus covid-19 di 

Kabupaten Bone.  Pajak Reklame dengan realisasi sebesar  

125% dan Pajak Hiburan terealisasi sebesar 123,19 hal ini 

disebabkan karena omzet dari pelaku usaha hiburan mulai 

meningkat setelah.   

2.  Terdapat penurunan  Penerimaan Retribusi Daerah yang 

hanya terealisasi sebesar 70,85% . Hal ini disebabkan 

karena adanya  penurunan dari penerimaan Retribusi Jasa 

Umum khususnya pada penerimaan Retribusi Pelayanan 

Kesehatan  yang diakibatkan karena kurangnya minat 

masyarakat untuk berobat ke rumah sakit di masa 

pandemic covid-19.  

3. Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

terdapat penerimaan sebesar Rp. 13.683,335,633 atau 

91,00 % dari  target penerimaan sebesar Rp 

15,036,211,026,-. 

4.   Lain-lain PAD yang Sah terdapat sebesar Rp. 83, 577,016, 

679,-  atau 75,48 % dari target sebesar Rp. 

110,724828,573  Tahun 2021 hal ini disebabkan karena 

menurunnya penerimaan dari sector jasa giro. 
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Berdasarkan penyebab tidak tercapainya tujuan diatas 

adalah hambatan yang ditemui dalam pencapaian tujuan pada 

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 yaitu  

1. masih rendahnya kepatuhan  masyarakat dalam  

pembayaran pajak dan retribusi daerah; 

2. belum opimalnya penegakan hukum atas pelanggaran 

ketentuan perpajakan;  

3. inefisiensi dalam pemungutan retribusi terutama yang 

uncontrolable oleh Bapenda. 

4. luas wilayah kabupaten Bone menyebar sehingga kesulitan 

untuk mengcover obyek pajak sehingga biaya pelayanan lebih 

besar dibandingkan nilai obyek pajak; 

5. peraturan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah. 

 

Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan 

penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone 

Indiaktor : Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP  

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, 

capaian indicator pada sasaran I dalam kategori sangat berhasil, 

yaitu tercapai dengan predikat BB  dengan realisasi sebesar 

115,35% dari target B hal ini karena:  

1. Adanya kesesuaian antara dokumen perencanaan sampai 

pada dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah 

2. Pemantauan dan evaluasi secara berkala atas capaian kinerja 

pada level Perangkat Daerah telah terlaksana   

3. Cascading kinerja pada Badan Pendapatan daerah kabupaten 

Bone sudah berjalan dengan baik.  

Pencapain di atas telah melampaui target, namun masih 

terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu  Terdapat 

aplikasi e-SAKIP, e-Planing dan penganggaran namun belum 

terintegrasi dan belum sepenuhnya diimplementasikan sehingga 
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belum efektif menjadi alat untuk memudahkan implementasi 

manajemen kinerja 

 

Sasaran II : Meningkatnya Pendapatan Asli daerah  

Indiaktor : Persentase rata-rata kenaikan pendapatan 

asli daerah 

Sasaran II  Pada rencana kerja tahun 2021 masuk dalam  

kategori tidak berhasil hal ini disebabkan karena Pada tabel 

ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indicator 

persentase rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah tidak 

tercapai sesuai dengan target yaitu 13,35%. Hal ini dapat dilihat 

dari tabel berikut :  

Tabel 3.7 

Realiasasi Perbandingan PAD Tahun 2020 dan Tahun 2021 

Realisasi PAD tahun 

2020 

Realisasi PAD tahun 

2021 

Capaian 

 (PAD N –(PAD -N) X 100 

(-N) 

Rp. 271.455.489.753 Rp. 177,042,099,868 - 34,78% 

Sumber data : Kertas kerja capaian kinerja 

Adapun penyebab dari tidak tercapainya sasaran II pada 

Rencana Kerja Tahun 2021 yaitu :  

1. Akibat pandemi Covid-19, pendapatan daerah Kabupaten 

Bone mengalami penurunan yang signifikan, sama dengan 

wilayah lainnya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan dana 

transfer dan rasionalisasi keuangan daerah yang berubah 

akibat adanya refocusing anggaran sehingga menurunnya 

target Pendapatan Asli Daerah  

2. Retribusi Daerah dari sector penerimaan retribusi pelayanan 

kesehatan di puskesmas dan rumah sakit mengalami 
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penurunan `karena berkurangnya minat masyarakat untuk 

berobat ke rumah sakit atau puskesmas dimasa pandemic 

3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah juga 

mengalami penurunan karena penerimaan jasa giro 

berkurang karena tingginya arus kas daerah.   

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan 

Pendapatan Daerah Untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah yaitu 

1 Penggalian potensi obyek pajak yang harus dioptimalkan  

2. Meningkatkan pelayanan bagi investor sehingga dapat 

memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi. 

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri 

dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Bone akan 

bertambah jumlah perusahaan / pengusaha yang 

melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan potensi PAD 

3. Badan Pendapatan Daerah Kab Bone mengoptimalkan 

penggunaan system informasi dalam mendukung 

penerimaan pajak daerah ayng efisien dan akuntabel 

 

Sasaran III : Meningkatnya Penggunaan Teknologi digital 

dalam pengelolaan pendapatan daerah 

Indiaktor : Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah 
  

Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah . Masuk 

dalam kategori berhasil  hal ini disebabkan oleh beberapa 

factor pendukung :    

1. Upaya dari Badan Pendapatan daerah Kabupaten Bone 

dalam mendorong masyarakat menggunakan teknologi 

informasi dalam pembayaran pajak daerah  



 

 

 
 
 

 42 

LKJiP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE 

TAHUN 2021  

 

2. Badan Pendapatan Daerah bekerja sama dengan lembaga 

keuangan  daerah dalam penggunaan teknologi untuk 

mendukung penerimaan pendapatan daerah yang akuntable  

6  Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bone  dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah 

ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana 

kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk 

melaksanakan program, kegiatan dan sub kegaitan  dalam rangka mencapai 

tujuan dan sasaran organisasi.  

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu 

proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya 

dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber 

daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone   dalam pelaksanaan 

program, kegiatan dan sub kegiatan:  

Tabel 3.8 

Efisiensi Sumber daya 

 
Tujuan 

/Sasaran 
Strategis  

Indikator 
Kinerja  

Kinerja Anggaran  

Efisiensi 
sumber 

daya  
 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) Pagu Realisasi 
Capaian 

(%) 
 

 

1 2 3 4 
5 

(4/3*100) 6 7 

8 
(7/6*10

0) I (5-8) 

1 Meningkatka
n  
Kemandirian 
Pendanaan 
Pendapatan 
Daerah 

Rasio 
PAD 

10.50 7.69 73.24 14,041,408,573.0 13,319,408,190.0 94.86 

-21.62 

 

 

1.1 Meningkatny
a 
akuntabilitas 

Hasil 
evaluasi 
SAKIP 

B BB 115.38 
       

9,877,786,573.0  
        

9,159,039,992.0  
92.72 22.66  
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 kinerja 
urusan 
penunjang 
Badan 
Pendapatan 
Daerah Kab. 
Bone 

oleh 
APIP  

 

1.2 Meningkatny
a Pendapatan 
Asli Daerah 

Persenta
se Rata-
rata 
Kenaikan 
Pendapa
tan Asli 
Daerah 

6.50 -34.78 -535.08 
       

3,231,259,100.0  
        

3,229,148,379.0  
99.93 -635.01 

 

 

1.3 Meningkatny
a 
penggunaan 
teknologi 
digital dalam 
pengelolaan 
pendapatan  

Persenta
se 
aplikasi 
layanan 
pendapa
tan 
daerah  

100 100 100 
          

932,362,900.0  
            

931,219,819.0  
99.88 0.12 

 

 

 

Sumber Data : Bagian Keuangan Sekretariat Bapenda 

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya 

(anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat 

dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah  

terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan 

kinerja yaitu:  

1. Pada Sasaran 1.1 dengan capaian kinerja 115,38 % dan capaian anggaran 

94.86%, menunjukkan bahwa sumber daya sebesar 22.66 

Adanya peningkatan kualitas implementasi SAKIP mulai dari proses 

perencanaan, pengukuran hingga pelaporan kinerja dengan 

melibatkan seluruh stekholder internal Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bone, disamping itu semakin intensifnya proses 

pembinaan dan pengawasan internal oleh bagian organisasi 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dan Inspektorat Daerah 

Kabupaten Bone selaku APIP terkait dengan implementasi SAKIP. 

Namun demikian masih diperlukan upaya peningkatan kinerja secara 
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menyeluruh untuk mencapai hasil evaluasi SAKIP yang lebih 

maksimal lagi, berdasarkan tingkatan tertinggi akuntabilitas kinerja. 

2.  Pada Sasaran 1.2 dengan capaian kinerja -535.08% dan capaian 

anggaran 99.93%, menunjukkan bahwa efisiensi umber daya sebesar            

-635.01 

Berdasarkan table diatas Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah 

terealisasi sebesar 7.69 persen dari target sebesar 10.50% untuk 

tahun 2021 hal ini disebabkan karena : 

a. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar         Rp. 

177,042,099,868.00  atau sebesar 84.94% dari target yaitu Rp. 

Rp. 208,439,169,492,-  

b. Retribusi daerah terealisasi sebesar Rp. 70,85 % atau Rp. 

19,288,933,385 dari target sebsar Rp. 27,226,049,400. Hali ini 

disebabkan karena Retribusi Pelayanan di Puskesmas hanya 

terealisasi sebasr 66,57% dan Retribusi Pelayanan di rumah 

sakit umum daerah hanya terealisasi sebesar 65,11% hal ini 

disebabkan kurangnya minat dari masyarakat untuk 

memeriksakan diri karena pandemic covid-19 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan 

realisasi sebesar 91,00% dari target sebesar Rp 15,036,221,026,- 

dan terlealisasi sebesar Rp 13,683,335,633,- 

3. Pada Sasaran 1.3 dengan capaian kinerja 100% dan capaian 

anggaran 99.88%, menunjukkan bahwa efisiensi sumber daya 

sebesar 0.12 

Realisasi untuk sasaran 3 tercapai sebanyak 100%  dimana target 

penggunaan teknologi informasi terealisasi sebanyak 5 aplikasi 

yaitu : 

a. SISMIOP ( Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) 

b. NTPD ( Nomor Tanda Daftar Pajak Daerah) 

c. KSWPD (Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah ) 

d. SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah) 

e. SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah ) 
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7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja  

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bone sebagai berikut:  

Tabel 3.9 
Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja 

 

Tujuan /Sasaran 
Strategis  

Indikator 
Kinerja  

Capaian  
Program /Keg/Sub 

Keg 
Indikator Kinerja  Target (%) 

Realisasi 
(%) 

Capaian 
(%) 

Rencana 
Tindak 
Lanjut  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Meningkatkan  
Kemandirian 
Pendanaan 
Pendapatan 
Daerah 

Rasio PAD 

              

Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja urusan 
penunjang Badan 
Pendapatan 
Daerah Kab. Bone 

Hasil evaluasi 
SAKIP oleh 
APIP  

              

    

  

Penunjang urusan 
pemerintahan 

persentase 
realisasi             
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daerah/kabupaten 
kota 

Penunjang urusan 
pemerintahan 
daerah/kabupaten 
kota 

    

  

Perencanaan, 
Pengaanggaran 
dan evaluasi 
kinerja perangkat 
daerah  

persentase 
realisasi cakupan 

Dokumen 
perencanaan, 

penganggaran dan 
evaluasi kinerja 

perangkat daerah 
yang tersusun 

100 100 100 

  

    

  

Penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
perangkat daerah 

Jumlah dokumen 
perencanaan 
perangkat daerah 
yang tersusun 

6 6 
           

100  

  

    

  

Koordinasi dan 
penyusunan 
laporan capaian 
kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

Jumlah dokumen 
evaluasi & 

pelaporan capaian  
kinerja perangkat 

daerah  yang 
tersusun  

3 3 
           

100  

  

    

  

Administrasi 
keuangan 
perangkat daerah  

Persentase 
cakupan 
penyusunan 
dokumen 
pelaporan 
keuangan daerah  

100 100 100 
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Penyediaan gaji 
dan tunjangan  

Jumlah  realisasi 
pembayaran gaji 
dan tunjangan, 
tambahan 
penghasilan dan 
iuran 
jaminan/asuransi 
perbulan bagi 
pengelola 
keuangan 
perangkat daerah 

12 12 
           

100  

  

    

  

Administrasi 
Pendapatan 
Daerah 
kewenangan 
perangkat daerah  

Persentase 
Cakupan realisasi  
administrasi 
pendapatan 
daerah yang 
bersumber dari 
retribusi daerah  

100 100 100 

  

    

  

Perencanaan 
pengelolaan 
retribusi daerah 

Jumlah dokumen 
perencanaan  
pengelolaan 
retribusi daerah 
yang tersusun 

1 1 
           

100  

  

    

  

Penyuluhan dan 
penyebarluasan 
kebijakan retribusi 
daerah  

Jumlah peserta 
penyuluhan dan 
penyebarluasan 
kebijakan retribusi 
daerah  

75 75 
           

100  
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Pengolahan data 
retribusi daerah  

Jumlah dokumen 
data penerimaan 
retribusi daerah 
yang dikelolah 
secara berkala 

3 3 
           

100  

  

    

  

Penetapan wajib 
retribusi daerah  

Jumlah Penetapan 
wajib retribusi 
daerah 

55 55 
           

100  
  

    

  

Pelaporan 
pengelolaan 
retribusi daerah  

Jumlah dokumen 
laporan 
pengelolaan 
retribusi daerah  

10 10 100 

  

    

  

Administrasi 
Kepegawaian  
perangkat daerah  

Persentase 
cakupan 
pelaksanaan 
administrasi 
kepegawaian 
perangkat daerah 

100 15.38 15.38 

  

    

  

Bimbingan teknis 
implementasi 
peraturan 
perundang-
undangan  

Jumlah ASN yang 
mengikuti 
bimbingan teknis 26 4 15.38 

  

    

  

Administrasi 
umum perangkat 
daerah 

Persentase 
cakupan 
Administrasi 
umum perangkat 
daerah 

100 100 100   
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Penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
gedung kantor  

Jumlah paket 
penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
penunjang 
administrasi 
perkantoran 
sesuai rencana 
kebutuhan  

12 12 100 

  

    

  

Penyediaan 
peralatan rumah 
tangga  

Jumlah paket 
penyediaan 
perlatan rumah 
tangga 
perkantoran 
sesuai rencana 
kebutuhan 

12 12 100 

  

    

  

Penyediaan bahan 
logistik kantor  

Jumlah paket 
penyediaan bahan 
logistik makanan 
dan minuman bagi 
pegawai sesuai 
rencana 
kebutuhan   

12 12 100 

  

    

  

Penyediaan 
barang cetakan 
dan penggandaan  

Jumlah paket 
penyediaan 
barang cetakan 
dan penggandaan 
sesuai rencana 
kebutuhan 

12 12 100 
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Penyediaan bahan 
bacaan dan 
peratutan 
perundang-
undangan  

Jumlah paket 
Penyediaan bahan 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan  sesuai 
rencana 
kebutuhan 

12 12 100 

  

    

  

Penyelenggaraan 
rapat koordinasi 
dan konsultasi 
SKPD 

Jumlah laporan  
koordinasi dan 
konsultasi SKPD 
yang dihadiri oleh 
aparat perangkat 
daerah 135 58 

43.00 

 

    

  

Pengadaan barang 
milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintahan 

Persentase 
Cakupan realisasi 
Pengadaan barang 
milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintahan 100 100     

    

  

Pengadaan 
perlatan dan 
mesin lainnya  

Jumlah 
Pengadaan 
perlatan dan 
mesin lainnya 

6 4 66.67   

    

  

Penyediaan jasa 
penunjang urusan 
pemerintah 
daerah  

Persentase 
cakupan realisasi 
Penyediaan jasa 
penunjang urusan 
pemerintah 
daerah 

100 100 100   
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Penyediaan jasa 
komunikasi, 
sumber daya air 
dan listrik 

Jumlah paket 
Penyediaan jasa 
komunikasi 
(interntet) sesuai 
rencana 
kebutuhan setiap 
bulan 

12 12 100 

  

    

  

Penyediaan jasa 
pelayanan umum 
kantor  

Jumlah realisasi 
jasa pelayanan 
umum kantor  12 12 100 

  

    

  

Pemeiharaan 
Barang milik 
daerah  

Persentase 
cakupan 
Pemeliharaan 
barang milik 
daerah penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 

100 100 100   

    

  

Penyediaan jasa 
pemeliharaan, 
biaya 
pemeliharaan dan 
pajak kendaraan 
peorangan dinas 
atau kendaraan 
dinas jabatan 

Jumlah laporan  
pemeliharaan 
kendaraan 
operasional 
jabatan yang 
dipelihara dan 
terbayar pajaknya 
secara 
rutin/berkala 

12 12 100 
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Pemeliharaan 
peralatan dan 
mesin lainnya 

Jumlah paket 
Pemeliharaan 
peralatan dan 
mesin lainnya  

12 12 100 

  

    

  

Pemeliharaan/ 
rehabilitasi sarana 
& prasarana 
gedung kantor 
atau bangunan 
lainnya 

Jumlah paket 
Pemeliharaan/ 
rehabilitasi sarana 
& prasarana 
gedung kantor 
atau bangunan 
lainnya  

1 1 100 

  

Meningkatnya 
Pendapatan Asli 
Daerah 

Persentase 
Rata-rata 
Kenaikan 
Pendapatan 
Asli Daerah   

    

        

    

  

Pengelolaan 
Pendapatan 
Daerah  

Persentase 
realisasi 
pendapatan 
daerah terhadap 
pencapaian target            

    

  

Pengelolaan 
Pendapatan 
Daerah  

Persentase 
realisasi 
pendapatan 
daerah  

100 
     

101.14  
101.14 
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Perencanaan 
pengelolaan Pajak 
Daerah  

Jumlah dokumen 
perencanaan 
pengelolaan pajak 
daerah  

1 1 100 

  

    

  

Penyuluhan dan 
penyebarluasan 
kebijakan pajak 
daerah  

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
penyuluhan 

200 200 100 

  

    

  

Penetapan wajib 
pajak daerah  

Jumlah dokumen 
penetapan jenis 
pajak   atas 
ketetapan pajak 
daerah 
(penetapan  

7 7 100 

  

    

  

Penelitian dan 
verifikasi data 
pelaporan pajak 
daerah 

Jumlah dokumen 
pajak daerah yang 
diteliti dan 
diverifikasi 

4 4 100 

  

    

  

Penagihan pajak 
daerah  

Jumlah wajib 
pajak daerah yang 
ditagih 

           
610,560  

   
617,505  

     
101.14  
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Pengendalian, 
pemeriksaan dan 
pengawasan pajak 
daerah  

Jumlah kegiatan 
Pengendalian, 
pemeriksaan dan 
pengawasan pajak 
daerah 

1 1 100 

  

    

  

Pembinaan dan 
pengawasan 
pengelolaan 
retribusi daerah 

Jumlah kegiatan 
Pembinaan dan 
pengawasan 
pengelolaan 
retribusi daerah 

3 3 100 

  

Meningkatnya 
penggunaan 
teknologi digital 
dalam 
pengelolaan 
pendapatan  

Persentase 
aplikasi 
layanan 
pendapatan 
daerah  

  

    100 
     

101.14  
101.14   

  

  

  

Pendataan dan 
pendaftaran objek 
pajak daerah  

Jumlah laporan 
wajib pajak daerah 
yang dikelola 
pendataanya secara 
berkala  

           
610,560  

   
617,505  

     
101.14  

  

Pengolahan, 
pemeliharaan dan 

pelaporan basis 
data pajak daerah  

Jumlah dokumen 
pemeliharaan dan 

pelaporan basis 
data pajak daerah  

4 4 100   

Pelayanan dan 
konsultasi pajak 

daerah  

Jumlah kegiatan 
layanan PBB-P2 
yang diberikan 

kepada wajib pajak 
daerah  

6 6 100   
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 Upaya Perbaikan Berikutnya 

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2021 dengan 

melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada 

beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapain kinerja 

tahun berikutnya, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah rasionya masih kecil . 

PAD berkontribusi sebesar 7,69%. Terhadap pendapatan. Masih kecilnya 

kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah serta masih tergantungnya 

daerah terhadap Dana Transfer dari pemerintah pusat menjadi pekerjaan 

rumah yang sulit bagi mayoritas daerah. Oleh sebab itu, diperlukan langkah 

untuk penguatan kapasitas fiskal di daerah yaitu dengan meningkatkan 

penggalian objek penerimaan Pendapatan Asli daerah demi meningkatkan 

pendanaan yang mandiri dibidang pendapatan daerah  

Tujuan : 

Meningkatkan kemandirian 

pendanaaan pendapatan 

daerah 
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Sasaran 1.1:  

Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan 

Pendapatan Daerah Kab. Bone 

Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk 

mewujudkan sasaran 1.1 yaitu : 

1. Peningkatkan kualitas dokumen perangkat daerah yang terkait 

dengan akuntabilitas kinerja 

2. Peningkatan sarana dan prasarana demi terlaksananya pelayanan 

perangkat daerah yang optimal 

Sasaran 1.2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 

 

Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk 

mewujudkan sasaran 1.1 

1. Ekstensifikasi Pendapatan 

Ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan 

pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak 

(WP) / Wajib Retribusi baru. Penjaringan Wajib Pajak baru dapat 

dilakukan melalui pemutakhiran data wajib pajak. Selain itu, untuk 

menarik minat yang mendaftar menjadi Wajib Pajak daerah 

diperlukan kemudahan dalam pendaftaran salah satunya bisa 

melalui sistem daring. 

  

2. Intensifikasi Pendapatan 

Intensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan 

optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi 

penerimaan dari piutang. Salah satu kunci untuk mencapai potensi 

pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data pajak 

daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan 

pengecekan di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak 

masih sama atau sudah berubah. Jika terdapat perubahan perlu 

penyesuaian pada basis data. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan 
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Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) perlu dilakukan penyesuaian Nilai 

Jual Objek Pajak (NJOP) agar tidak terlalu jauh dari nilai pasar yang 

ada. Piutang Pajak Daerah merupakan salah satu permasalahan 

yang harus dapat diselesaikan dan akan menjadi salah satu sumber 

penerimaan daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan verifikasi 

piutang pajak kepada seluruh objek pajak daerah untuk 

memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih, khususnya 

data piutang PBB-P2 yang selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) dalam setiap pemeriksaan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD). Oleh karena itu, untuk piutang pajak 

daerah yang sudah kadaluarsa dapat dilakukan penghapusan 

sesuai peraturan perundang-undangan melalui ketetapan kepala 

daerah. 

  

3. Penguatan Kelembagaan 

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu kunci 

keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Pengutan 

kelembagaan dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi 

sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas Sumber Daya 

Manusia (SDM), modernisasi administrasi perpajakan daerah serta 

penyederhanaan proses bisnis. 

Kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. 

Bone saat ini yaitu kurangnya SDM yang memiliki keahlian di bidang 

perpajakan khususnya penilai pajak dan juru sita. Peningkatan 

wawasan SDM melalui penyertaan aparat dalam setiap Diklat, 

Workshop, Focus Group Discussion (FGD) dan forum-forum lainnya.  

Modernisasi administrasi perpajakan daerah melalui 

penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah yang dimulai dari 

pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan 

hingga pemeriksaan. Selain itu pemungutan perpajakan dilakukan 

melalui pendekatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak 

daerah dan kerjasama dengan instansi terkait antara lain Badan 
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Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk 

sinergi pengelolaan PBB P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk sinergi perizinan dan integrasi 

sistem informasi. 

Sasaran 1.3 : Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam 

pengelolaan pendapatan 

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan sasaran 1.3 yaitu 

1. Peningkatan Sarana & Prasarana system informasi pendapatan daerah  

2. Pengembangan Sistem Pendataan Wajib Pajak & Retribusi Daerah 

yang berbasis Teknologi Informasi 

8. Realisasi Anggaran 

Pagu anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone 

Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. 14,041,408,773 sebagaimana 

tabel sebagai berikut:  

 

Tabel 3.10 

Realisasi Anggaran Tahun 2021 

Uraian  
Jumlah    

Anggaran  Realisasi Persen  

Meningkatkan  
Kemandirian 
Pendanaan 
Pendapatan Daerah 

       14,041,408,773         13,319,408,193  94.86 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 

Sasaran 1.1    

Meningkatnya 
akuntabilitas kinerja 
urusan penunjang 
Badan Pendapatan  

         9,877,786,773           9,159,039,995  92.72 
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sasaran 1.2       

Program Pengelolaan Pendapatan daerah  

Meningkatnya 
Pendapatan Asli 
Daerah 

         3,231,259,100           3,229,148,379  99.93 

Sasaran 1.3       

Meningkatnya 
penggunaan teknologi 
digital dalam 
pengelolaan 
pendapatan  

             932,362,900               931,219,819  99.88 
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BAB IV   

                                       PENUTUP 

 

A. Simpulan Umum 

Berdasarkan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bone untuk Tahun 2021 dengan rata-rata nilai capaian kinerja  yaitu 9,44 

% hal ini masuk dalam kategori tidak tercapai.  Hal ini disebabkan oleh 

berbagai faktor.  

B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi 

Adapun Kendala yang di hadapi oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kab. Bone dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yaitu : 

Berdasarkan penyebab tidak tercapainya tujuan diatas adalah 

hambatan yang ditemui dalam pencapaian tujuan pada Rencana Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 yaitu  

1. masih rendahnya kepatuhan  masyarakat dalam  pembayaran 

pajak dan retribusi daerah; 

2. belum opimalnya penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan 

perpajakan;  

3. inefisiensi dalam pemungutan retribusi terutama yang 

uncontrolable oleh Bapenda. 

4. luas wilayah kabupaten Bone menyebar sehingga kesulitan untuk 

mengcover obyek pajak sehingga biaya pelayanan lebih besar 

dibandingkan nilai obyek pajak; 

5. Peraturan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah. 

Untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian target kinerja maka 

Badan Pendapatan daerah Kabupaten Bone melakukan berbagai upaya 

untuk meningkatkan capaian kinerja yaitu sebagai berikut : 

Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk 

mewujudkan sasaran 1.1 yaitu : 

1. Peningkatkan kualitas dokumen perangkat daerah yang terkait 

dengan akuntabilitas kinerja 
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2. Peningkatan sarana dan prasarana demi terlaksananya pelayanan 

perangkat daerah yang optimal 

Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk 

mewujudkan sasaran 1.2 yaitu: 

1. Ekstensifikasi Pendapatan 

2. Intensifikasi Pendapatan  

3. Penguatan Kelembagaan 

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan sasaran 1.3 yaitu 

1. Peningkatan Sarana & Prasarana system informasi pendapatan daerah  

2. Pengembangan Sistem Pendataan Wajib Pajak & Retribusi Daerah 

yang berbasis Teknologi Informasi 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama : Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM 

Jabatan : KepalaBadanPendapatan Daerah Kab. Bone   

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : DR.H.A. FAHSAR. M, PADJALANGI, M.Si 
Jabatan : Bupati Bone  

 
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

 
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan  

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Watampone, 13 Oktober 2021 

Pihak Kedua, 

Bupati Bone 

Pihak Pertama, 

Kepala Badan Pendapatan 

Daerah Kab. Bone 

 DR.H.A. FAHSAR. M,PADJALANGI, M.Si Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM 
Pangkat : Pembina Utama Muda 

Nip.       : 19660717 198603 1 009 



 

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE  

 

 

NO. 
TUJUAN / SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

Meningkatkan 
kemandirian pendanaan 

pendapatan daerah . 
Rasio PAD 10.50 % 

2. 

Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 

Urusan Penunjang Badan 

Pendapatan  Daerah  

 

Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP B 

3. 
Meningkatnya Pendapatan 

Asli daerah 
Persentase rata-rata kenaikan 
pendapatan asli daerah 13,35 % 

4. 

Meningkatnya Penggunaan 
Teknologi digital dalam 

pengelolaan pendapatan 

daerah 

Persentase Aplikasi layanan 
pendapatan daerah 100 % 

 

 

NO. PROGRAM ANGGARAN 

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Rp. 9,877,786,773 

2. Pengelolaan Pendapatan Daerah   Rp. 4,163,622,000 

JUMLAH   Rp. 14,041,408,773 

 

 
Watampone, 13 Oktober 2021 

 
 

                   Pihak Kedua,                                         Pihak Pertama, 

   Bupati Bone, Kepala Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bone 

   

 
 

 
 

 

DR.H.A. FAHSAR. M, PADJALANGI, M.Si               Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM  
  Pangkat : Pembina Utsama Muda 

             Nip.      : 19660717 198603 1 009 

1988021008 



 















 



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(2) (3) (4) (5) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1

100

100 100 100 300

TUJUAN

Meningkatkan 

Kemandirian 

Pendanaan 

Pendapatan 

daerah 

36         24.877.515.138 

Jumlah  realisasi pembayaran 

gaji dan tunjangan, tambahan 

penghasilan dan iuran 

jaminan/asuransi perbulan bagi 

pengelola keuangan perangkat 

daerah (orang/bulan)

5.02.01.2.02
Penyediaan gaji dan 

tunjangan 
12 7.962.977.333        12 8.054.541.812            12 8.859.995.993          

20.000.000              

3 12.811.700                9                 33.846.100 3 9.387.400                3 11.647.000                  

1 25.000.000                5.02.01.2.01.02

Koordinasi dan 

penyusunan dokumen 

RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA-SKPD 

yang tersusun (dokumen)

33.229.600                  5 36.552.560                16                 83.671.400 6 13.889.240              5

2                 45.000.000 1

5.02.01

persentase realisasi Penunjang 

urusan pemerintahan 

daerah/kabupaten kota

5.02.01.2.01.01

Penyusunan dokumen 

perencanaan perangkat 

daerah

Jumlah dokumen perencanaan 

perangkat daerah yang tersusun 

(dokumen)

5.02.01.2.01

Perencanaan, 

Pengaanggaran dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

persentase realisasi cakupan 

Dokumen perencanaan, 

penganggaran dan evaluasi 

kinerja perangkat daerah yang 

tersusun (persen) 

              93.276.640 100                    44.876.600 

10.167.867.025         100 11.721.176.228       100 32.682.406.349      100 10.793.363.096     100

100               124.364.260 300              262.517.500 

Penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah/kabupat

en kota

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja urusan 

penunjang 

badan 

Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP B B BB

TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR 

PERIODE RENSTRA PD

BB A

RASIO PAD 10.50 10.62 10.50 10,50

Tabel T-C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

BADAN PENDAPATAN DAERAH  KABUPATEN BONE 

SASARAN KODE PROGRAM
KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, 

SASARAN, PROGRAM 

(OUTCOME) KEGIATAN 

(OUTPUT)

DATA 

CAPAIAN 

PADA TAHUN 

AWAL 

PERENCANAA

N 

UNIT KERJA 

PD 

PENANGGU

NG JAWAB 

5.02.01.2.02
Administrasi keuangan 

perangkat daerah 

Persentase cakupan 

penyusunan dokumen 

pelaporan keuangan daerah 

7.962.977.333       8.054.541.812            8.859.995.993          24.877.515.138      

Jumlah Kegiatan 

Promosi/Pameran Hasil Kinerja 

pembangunan Daerah yang 

diikuti

5.02.01.2.01.06

Koordinasi dan 

penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD

Jumlah dokumen evaluasi & 

pelaporan capaian  kinerja 

perangkat daerah  yang 

tersusun (dokumen)

1 50.000.000              1 1 50.000.000                3               100.000.000 

1



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(2) (3) (4) (5) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

TUJUAN

TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR 

PERIODE RENSTRA PD

SASARAN KODE PROGRAM
KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, 

SASARAN, PROGRAM 

(OUTCOME) KEGIATAN 

(OUTPUT)

DATA 

CAPAIAN 

PADA TAHUN 

AWAL 

PERENCANAA

N 

UNIT KERJA 

PD 

PENANGGU

NG JAWAB 

5.02.01.2.04 100 100 100 300

55 55 55

100 100 100 300

              135.248.016 

5.02.01.2.04.06
Jumlah Penetapan wajib 

retribusi daerah (WR) 
24.236.300              18.071.250                                  62.185.925 

5.02.01.2.04.07

Jumlah dokumen laporan 

pengelolaan retribusi daerah 

(dokumen)

              999.456.665 

Penetapan wajib 

retribusi daerah 
19.878.375                165

Pelaporan pengelolaan 

retribusi daerah 
10 331.659.248           10 317.998.770                10 349.798.647              30

Pengolahan data 

retribusi daerah 
3 60.436.860              

Persentase Cakupan realisasi  

administrasi pendapatan 

daerah yang bersumber dari 

retribusi daerah 

512.466.028           418.822.710                505.704.981             1.436.993.719         

5.02.01.2.04.01               153.462.393 

5.02.01.2.04.03

Jumlah peserta penyuluhan dan 

penyebarluasan kebijakan 

retribusi daerah (orang)

                86.640.720 120 45.000.000                295

Administrasi 

Pendapatan Daerah 

kewenangan perangkat 

daerah 

47.128.330                  1 51.841.163                3

Perencanaan 

pengelolaan retribusi 

daerah 

5.02.01.2.06
Administrasi umum 

perangkat daerah

5.02.01.2.04.11

Bimbingan teknis 

implementasi peraturan 

perundang-undangan 

Jumlah ASN yang mengikuti 

bimbingan teknis (orang)
26 21.263.000              

4

100

10

302.278.870                

25.450.000                  

5.02.01.2.04.09

Pendidikan dan pelatihan 

pegawai berdasarkan 

tugas dan fungsi

12               240.000.000 

150 65.000.000                450               120.000.000 

Persentase cakupan 

Administrasi umum perangkat 

daerah

100 351.369.440           100 332.506.757             300 986.155.067            

11 29.267.500                47                 75.980.500 

150

Jumlah laporan pendidikan & 

pelatihan aparat yang diikuti 

sesuai tugas dan fungsi 

(laporan)

4 120.000.000           

5.02.01.2.04.02

Pengadaan pakaian dinas 

beserta atribut 

kelengkapannya 

Jumlah pengadaan  pakaian 

dinas bagi pegawai perangkat 

daerah sesuai rencana 

kebutuhan  (pasang)

150 55.000.000              

4 120.000.000              

Jumlah dokumen perencanaan  

pengelolaan retribusi daerah 

yang tersusun(dokumen)

1 54.492.900              1

Penyuluhan dan 

penyebarluasan 

kebijakan retribusi 

daerah 

75 41.640.720              100

3 3

36         24.877.515.138 

5.02.01.2.05

Administrasi 

Kepegawaian  perangkat 

daerah 

Persentase cakupan 

pelaksanaan administrasi 

kepegawaian perangkat 

daerah (persen)

196.263.000           25.450.000                  214.267.500             435.980.500            

Jumlah  realisasi pembayaran 

gaji dan tunjangan, tambahan 

penghasilan dan iuran 

jaminan/asuransi perbulan bagi 

pengelola keuangan perangkat 

daerah (orang/bulan)

5.02.01.2.02
Penyediaan gaji dan 

tunjangan 
12 7.962.977.333        12 8.054.541.812            12 8.859.995.993          

39.186.796                95.02.01.2.04.05

Jumlah dokumen data 

penerimaan retribusi daerah 

yang dikelolah secara berkala 

(dokumen)

                   35.624.360 

2



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(2) (3) (4) (5) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

TUJUAN

TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR 

PERIODE RENSTRA PD

SASARAN KODE PROGRAM
KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, 

SASARAN, PROGRAM 

(OUTCOME) KEGIATAN 

(OUTPUT)

DATA 

CAPAIAN 

PADA TAHUN 

AWAL 

PERENCANAA

N 

UNIT KERJA 

PD 

PENANGGU

NG JAWAB 

5.02.01.2.07.05 Pengadaan meubel

5.02.01.2.06.09

Penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi 

SKPD

5.02.01.2.06.04
Penyediaan bahan 

logistik kantor 

9                 50.743.700 

25.000.000                  3 27.500.000                7               122.500.000 

Jumlah Pengadaan meubeleur 

(jenis)
3 35.000.000              

100 117.730.450             300 449.741.520            

5.02.01.2.07.01

Pengadaan kendaraan 

perorangan dinas atau 

kendaraan dinas jabatan 

Jumlah pengadaan kendaraan 

perorangan dinas atau 

kendaraan dinas jabatan (unit)

3 70.000.000              1

5.02.01.2.07

Pengadaan barang milik 

daerah penunjang 

urusan pemerintahan

Persentase Cakupan realisasi 

Pengadaan barang milik 

daerah penunjang urusan 

pemerintahan

276.801.570           100 55.209.500                  

3 7.497.000                     3

100

8.246.700                   

71.160.000                  12 78.276.000                36               254.785.200 

33.600.000                  12 36.960.000                36               111.480.000 

Jumlah laporan  koordinasi dan 

konsultasi SKPD yang dihadiri 

oleh aparat perangkat daerah 

(laporan)

12 105.349.200           

5.02.01.2.06.06

Penyediaan bahan 

bacaan dan peratutan 

perundang-undangan 

Jumlah paket Penyediaan bahan 

bacaan dan peraturan 

perundang-undangan  sesuai 

rencana kebutuhan (paket)

12 40.920.000              

125.02.01.2.06.05

Penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan 

Jumlah paket penyediaan 

barang cetakan dan 

penggandaan sesuai rencana 

kebutuhan (paket)

12 44.480.000              

12

12

43.278.000                  12 47.605.800                36               135.363.800 

68.750.000                  12 75.625.000                36               201.504.600 

Jumlah paket penyediaan bahan 

logistik makanan dan minuman 

bagi pegawai sesuai rencana 

kebutuhan  (paket)

12 57.129.600              

12 11.838.140                  12 13.021.954                36                 38.720.204 

12

73.652.730                  12 81.018.003                36               244.301.263 12

5.02.01.2.06.03
Penyediaan peralatan 

rumah tangga 

Jumlah paket penyediaan 

perlatan rumah tangga 

perkantoran sesuai rencana 

kebutuhan (paket)

12 13.860.110              

5.02.01.2.06.02

Penyediaan peralatan 

dan perlengkapan 

gedung kantor 

Jumlah paket penyediaan 

peralatan dan perlengkapan 

penunjang administrasi 

perkantoran sesuai rencana 

kebutuhan (paket)

12 89.630.530              

3



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(2) (3) (4) (5) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

TUJUAN

TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR 

PERIODE RENSTRA PD

SASARAN KODE PROGRAM
KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, 

SASARAN, PROGRAM 

(OUTCOME) KEGIATAN 

(OUTPUT)

DATA 

CAPAIAN 

PADA TAHUN 

AWAL 

PERENCANAA

N 

UNIT KERJA 

PD 

PENANGGU

NG JAWAB 

100 100 100 300

5.02.01.2.09.10

5.02.01.2.09.09

5.02.01.2.09.06
Pemeliharaan peralatan 

dan mesin lainnya

Pemeliharaan/rehabilita

si gedung kantor dan 

bangunan lainnya  

1 117.721.000                1

Pemeliharaan/ 

rehabilitasi sarana & 

prasarana gedung kantor 

atau bangunan lainnya

Jumlah paket Pemeliharaan/ 

rehabilitasi sarana & prasarana 

gedung kantor atau bangunan 

lainnya (paket)

1 146.575.220           129.493.100              

Jumlah paket Pemeliharaan 

rehabilitasi gedung kantor dan 

bangunan lainnya  

1 150.000.000           1

                64.360.000 

157.938.000                12 173.731.800              36               478.849.800 12

Jumlah paket Pemeliharaan 

peralatan dan mesin lainnya 

(paket)

12 24.145.000              

1 173.250.000              3               323.250.000 

3               393.789.320 

5.02.01.2.09.01

Penyediaan jasa 

pemeliharaan, biaya 

pemeliharaan dan pajak 

kendaraan peorangan 

dinas atau kendaraan 

dinas jabatan

Jumlah laporan  pemeliharaan 

kendaraan operasional jabatan 

yang dipelihara dan terbayar 

pajaknya secara rutin/berkala 

(paket)

12 147.180.000           

36

12 19.150.000                  12 21.065.000                36

          2.752.698.784 

5.02.01.2.09

Pemeliharaan barang 

milik daerah penunjang 

urusan pemerintahan 

daerah

Persentase cakupan 

Pemeliharaan barang milik 

daerah penunjang urusan 

pemerintahan daerah

467.900.220           294.809.000                497.539.900             1.260.249.120         

5.02.01.2.08.04
Penyediaan jasa 

pelayanan umum kantor 

Jumlah realisasi jasa pelayanan 

umum kantor setiap bulan  

(paket)

12 862.953.865           12 899.878.533                12 989.866.386              

2 24.983.750                

100

10               169.497.820 2

2.973.253.784         

5.02.01.2.08.02

Penyediaan jasa 

komunikasi, sumber daya 

air dan listrik

Jumlah paket Penyediaan jasa 

komunikasi (interntet) sesuai 

rencana kebutuhan setiap bulan 

(rekening)

12 69.355.000              12 72.000.000                  12 79.200.000                

5.02.01.2.08

Penyediaan jasa 

penunjang urusan 

pemerintah daerah 

Persentase cakupan realisasi 

Penyediaan jasa penunjang 

urusan pemerintah daerah 

932.308.865           971.878.533                1.069.066.386          

36               220.555.000 

100 300100

5.02.01.2.07.11

Pengadaan sarana & 

prasarana pendukung 

gedung kantor dan 

bangunan lainnya 

Jumlah paket Pengadaan sarana 

& prasarana pendukung gedung 

kantor dan bangunan lainnya 

(paket)

1 50.000.000              

5.02.01.2.07.06
Pengadaan perlatan dan 

mesin lainnya 

Jumlah Pengadaan perlatan dan 

mesin lainnya (jenis)
6 121.801.570           

1 1 57.000.000                3               107.000.000 

22.712.500                  

4



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(2) (3) (4) (5) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

TUJUAN

TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR 

PERIODE RENSTRA PD

SASARAN KODE PROGRAM
KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, 

SASARAN, PROGRAM 

(OUTCOME) KEGIATAN 

(OUTPUT)

DATA 

CAPAIAN 

PADA TAHUN 

AWAL 

PERENCANAA

N 

UNIT KERJA 

PD 

PENANGGU

NG JAWAB 

2

100 2.773.857.735       100 3.593.047.237            100 6.131.512.869          100 11.948.417.841      

100

Penagihan pajak daerah 

5.02.01.2.09.10

Penelitian dan verifikasi 

data pelaporan pajak 

daerah

5.02.04.2.01.10

5.02.04.2.01.11

Meningkatnya 

Pendapatan 

Asli daerah 

5.02.04.2.01.14

Pembinaan dan 

pengawasan pengelolaan 

retribusi daerah

5.02.04.2.01.12
Penyelesaian keberatan 

pajak daerah

5.02.04.2.01.13

Pengendalian, 

pemeriksaan dan 

pengawasan pajak 

daerah 

5.02.04

5.02.04.2.01.03

Penyuluhan dan 

penyebarluasan 

kebijakan pajak daerah 

5.02.04.2.01.08
Penetapan wajib pajak 

daerah 

Jumlah kegiatan Pembinaan dan 

pengawasan pengelolaan 

retribusi daerah (kegiatan)

3 536.060.800           3 50.000.000                  3 300.000.000              9               886.060.800 

3 70.008.650                  3 231.512.869              7               768.893.479 

Jumlah kegiatan Pengendalian, 

pemeriksaan dan pengawasan 

pajak daerah (kegiatan)

1

            610.660 1.752.059.240                    610.760 

              465.000.000 300.000.000              

          5.538.397.110 

200.000.000                1

3.000.000.000                1.831.980 
Jumlah wajib pajak daerah yang 

ditagih (wajib pajak) 
        610.560 

500.000.000              3               770.000.000 170.000.000              

786.337.870           

Jumlah kegiatan Penyelesaian 

keberatan pajak daerah 

(kegiatan)

              390.000.000 

Jumlah dokumen pajak daerah 

yang diteliti dan diverifikasi 

(dokumen)

4 90.000.000              4 75.000.000                  4

1

Jumlah dokumen penetapan 

jenis pajak   atas ketetapan 

pajak daerah (penetapan jenis 

pajak)

7 130.000.000           7 60.000.000                  7 200.000.000              21

12

467.371.960           

              482.417.320 1 97.417.320              1

60.000.000                  600               460.000.000 

100

5.02.04.2.01.01

Perencanaan 

pengelolaan Pajak 

Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan 

pengelolaan pajak daerah 

(dokumen)

100 3.743.047.237            6.131.512.869          300 11.948.417.841      2.773.857.735       
Pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah 

5.02.04.2.01
Persentase realisasi 

pendapatan daerah 

385.000.000                  1

1 117.721.000                1

200 300.000.000              

Pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah 

Persentase realisasi 

pendapatan daerah terhadap 

pencapaian target   

13,35                                                                                                                  6,50                                                          6,50 

Persentase rata-rata kenaikan 

pendapatan asli daerah  

(persen)

Pemeliharaan/ 

rehabilitasi sarana & 

prasarana gedung kantor 

atau bangunan lainnya

Jumlah paket Pemeliharaan/ 

rehabilitasi sarana & prasarana 

gedung kantor atau bangunan 

lainnya (paket)

1 146.575.220           129.493.100              

Jumlah peserta yang mengikuti 

penyuluhan (orang)
200 100.000.000           200

300.000.000              

3               393.789.320 

26,35                                                       

5



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(2) (3) (4) (5) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

TUJUAN

TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR 

PERIODE RENSTRA PD

SASARAN KODE PROGRAM
KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, 

SASARAN, PROGRAM 

(OUTCOME) KEGIATAN 

(OUTPUT)

DATA 

CAPAIAN 

PADA TAHUN 

AWAL 

PERENCANAA

N 

UNIT KERJA 

PD 

PENANGGU

NG JAWAB 

3 Meningkatnya 

penggunaan 

teknologi 

digital dalam 

pengelolaan 

Persentase aplikasi layanan 

pendapatan daerah (aplikasi 

layanan)

100                                                              100                                100 100                              

5.02.04.2.01.09
Pelayanan dan konsultasi 

pajak daerah 

5.02.04.2.01.14

Pembinaan dan 

pengawasan pengelolaan 

retribusi daerah

5.02.04.2.01.07

Penilaian Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBBP2) serta 

Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan 

(BPHTB)

5.02.04.2.01.05

Pendataan dan 

pendaftaran objek pajak 

daerah 

Jumlah kegiatan Pembinaan dan 

pengawasan pengelolaan 

retribusi daerah (kegiatan)

3 536.060.800           3 50.000.000                  3 300.000.000              9               886.060.800 

1.150.000.000          18           2.532.458.920 

          1.050.000.000 

Jumlah kegiatan layanan PBB-

P2 yang diberikan kepaa wajib 

pajak daerah (kegiatan)

6 682.458.920           6 700.000.000                6

Jumlah kegiatan Penilaian Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBBP2) serta 

Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) 

(kegiatan)

1 150.000.000           1 400.000.000                1 500.000.000              3

Jumlah laporan wajib pajak 

daerah yang dikelola 

pendataanya secara berkala 

(laporan Wajib Pajak)

        610.560 183.007.000                       610.660 130.000.000                      1.831.980               513.007.000 

5.02.04.2.01.06

Pengolahan, 

pemeliharaan dan 

pelaporan basis data 

pajak daerah 

Jumlah dokumen pemeliharaan 

dan pelaporan basis data pajak 

daerah (dokumen) 

4 163.662.785           4 160.979.347                4 300.000.000              12               624.642.132 

        610.760 200.000.000              

6



Meningkatnya 

Pendapatan Asli 

Daerah

7



8



9
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73,24                                    

11
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VISI-MISI KAB.BONE 2018-

2023

MISI RPJMD KAB.BONE 2018-

2023

TUJUAN RPJMD KAB. BONE 

2018-2023

TUJUAN RENSTRA

INDIKATOR TUJUAN 

SASARAN RENSTRA

INDIKATOR SASARAN 

PENANGGUNG JAWAB SASARAN 

RENSTRA

PROGRAM 

SASARAN PROGRAM 

INDIKATOR PROGRAM 

UNIT KERJA PENANGGUNG 

JAWAB PROGRAM 

KEGIATAN 

Peningkatan rata-rata PAD setiap 

tahun  

KABID PERENCANAAN & PENGENDALIAN OPERASIONAL, KABID 

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, KABID PENGENDALIAN & 

EVALUASI PENDAPATAN DAERAH, KABID PENGELOLAAN SISTEM 

SEKRETARIS 

Pengadaan barang milik 

daerah penunjang urusan 

pemerintahan

CASCADING KINERJA RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2018-2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BONE 

MASYARAKAT KAB. BONE YANG MABESSA(MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA)

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)

Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari KKN 

Meningkatkan Kemandirian Pendapanaan Pendapatan Daerah 

Rasio Pendapatan Asli Daerah  terhadap Pendapatan daerah 

Meningkatnya 

penggunaan 
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan pendapatan daerah Meningkatnya PAD

Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP Persentase rata-

rata kenaikan PAD

Persentase 

Aplikasi Layanan 

Pengelolaan Pendapatan daerah 

Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kab/Kota
Persentase Realisasi Pendapatan daerah 

terhadap pencapaian target

Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Sekretaris 
Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah. Kabid Perencanaan & Pengembangan 

Pendapatan daerah , Kabid Pengelolaan sistem Informasi Pendapatan daerah, Kabid 

Pengendalian & evaluasi Pendapatan daerah  

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Predikat SAKIP

Administrasi 

Kepegawaian  

perangkat 

daerah 

Administrasi pendapatan 

daerah kewenangan 

perangkat daerah 

Administrasi 

keuangan 

perangkat 

daerah 

Perencanaan, 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Administrasi 

umum perangkat 

daerah

Penyediaan jasa 

penunjang urusan 

pemerintah daerah 

Pemeliharaan 

barang milik daerah 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah



INDIKATOR KEGIATAN 

UNIT KERJA PENANGGUNG 

JAWAB KEGIATAN  

SUB 1 KEGIATAN 

SASARAN SUB KEGIATAN 

INDIKATOR  SUB KEGIATAN 

SUB 2 KEGIATAN 

SASARAN SUB KEGIATAN 

Pendataan & 

Pendaftaran 

Objek Pajak 

Daerah 

Terlaksananya 

pendataan & 

pendaftaran 

objek pajak 

daerah 

Jumlah laporan 

wajib pajak 

daerah yang 

dikelolah 

pendataanya 

secara berkala 

SEKRETARIS

KABID PERENCANAAN & PENGENDALIAN OPERASIONAL, KABID 

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, KABID PENGENDALIAN & 

EVALUASI PENDAPATAN DAERAH, KABID PENGELOLAAN SISTEM 

INFORMASI PENDAPATAN DAERAH 

Penyediaan peralatan 

dan perlengkapan 

gedung kantor 

Persentase realisasi pendapatan daerah 

terhadap pencapaian target 

Pengolahan 

Pemelihaaraan dan 

pelaporan basis 

data pajak daerah 

tersedianya 

data pajak 

daerah 

Tersedianya 

Dokumen RKA-SKPD 

Perangkat  Daerah

Persentase 

cakupan 

pelaksanaan 

administrasi 

kepegawaian 

perangkat 

daerah

Pengadaan pakaian 

dinas beserta 

atribut 

kelengkapannya 

Terealisasinya 

Pembayaran Gaji dan 

Tunjangan, Tambahan 

Penghasilan, dan Iuran 

Jaminan/Asuransi per 

bulan bagi ASN 

Perangkat Daerah

Koordinasi dan 

PenyusunaN 

dokumen RKA-SKPD

Jumlah realisasi 

pembayaran gaji dan 

tunjangan, tambahan 

penghasilan dan 

iuran/jaminan 

perbulan bagi 

pengelola keuangan 

perangkat daerah 

Jumlah paket 

Penyediaan jasa 

komunikasi 

(interntet) sesuai 

rencana 

kebutuhan setiap 

bulan

Penyediaan jasa 

pelayanan 

umum kantor 

 Persentase cakupan 

realisasi pengadaan 

barang milik daerah 

penunjang urusan 

pemerintahan 

Pengadaan kendaraan 

perorangan dinas atau 

kendaraan dinas jabatan 

terlaksananya pengadaan 

perorangan dinas atau 

kendaraan dinas jabatan 

Jumlah pengadaan 

kendaraan perorangan 

dinas atau kendaraan 

dinas jabatan 

Pemeliharaan 

peralatan dan 

mesin lainnya

Jumlah 

pengadaan  

pakaian dinas 

bagi pegawai 

perangkat 

daerah sesuai 

rencana 

Pendidikan dan 

pelatihan pegawai 

berdasarkan tugas dan 

fungsi

Tersedianya 

pakaian dinas 

beserta atributnya 

untuk aparat 

Terlaksananya 

Penyediaan Peralatan & 

Perlengkapan penunjang 

administrasi perkantoran 

sesuai rencana 

kebutuhan

Jumlah paket penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan penunjang 

administrasi perkantoran 

sesuai rencana 

kebutuhan

Penyediaan peralatan 

rumah tangga 

Pengadaan 

meubel

Terlaksananya 

Diklat/Bimtek 

berdasarkan tugas 

dan fungsi bagi ASN 

Perangkat Daerah

Terlaksananya 

Pengadaan Meubeleur 

Kantor sesuai rencana 

kebutuhan 

Terlaksananya 

Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 

Perkantoran sesuai 

rencana kebutuhan

terlaksananya 

Penyediaan 

jasa pelayanan 

umum kantor 

terlaksananya 

Pemeliharaan 

peralatan dan 

mesin lainnya

Persentase Realisasi 

cakupan dokumen 

perencanaan, penganggaran 

dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah yang 

tersusun 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 

perencanaan 

perangkat daerah 

Tersedianya dokumen 

perencanaan kinerja 

perangkat daerah 

Penyediaan gaji 

dan tunjangan 

Perencanaan 

pengelolaan retribusi 

daerah 

Jumlah dokumen 

perencanaan  

pengelolaan retribusi 

daerah yang tersusun

Persentase 

cakupan 

Administrasi 

umum perangkat 

daerah

Persentase cakupan 

dokumen 

perencanaan, 

penganggaran dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah yang 

tersusun 

Persentase 

cakupan 

Penyediaan jasa 

penunjang urusan 

pemerintah 

daerah 

Penyediaan jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

Tersedianya Jasa 

Komunikasi/infor

masi ( internet) 

sesuai rencana 

kebutuhan

Persentase cakupan 

realisasi pendapatan 

daerah yang bersumber 

dari retribusi daerah 

Persentase cakupan 

Pemeliharaan 

barang milik daerah 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

Penyediaan jasa 

pemeliharaan, 

biaya pemeliharaan 

dan pajak 

kendaraan 

peorangan dinas 
Terlaksananya 

Penyediaan jasa 

pemeliharaan, 

biaya pemeliharaan 

dan pajak 

kendaraan 

peorangan dinas 

atau kendaraan 

Jumlah laporan  

pemeliharaan 

kendaraan operasional 

jabatan yang 

dipelihara dan 

terbayar pajaknya 

secara rutin/berkal

Perencanaan 

Pengelolaan 

Pajak Daerah 

Tercapaianya 

realisasi retribusi 

daearah 

Wajib Pajak daerah 

yang mengikuti 

sosialisasi pajak 

daerah 

Penyuluhan dan 

penyebarluasan 

kebijakan retribusi 

daerah 

Tersusunnya 

dokumen 

perencanaan 

pengelolaan pajak 

daerah 

Jumlah dokumen 

perencanaan 

pengelolaan pajak 

daerah 

Penyuluhan dan 

penyebarluasan 

kebijakan pajak 

daerah 

terlaksananya 

Penyuluhan dan 

penyebarluasan 

kebijakan pajak 

daerah 



INDIKATOR  SUB KEGIATAN 

SUB 3 KEGIATAN 

SASARAN SUB KEGIATAN 

INDIKATOR  SUB KEGIATAN 3 

SUB 4 KEGIATAN 

SASARAN SUB KEGIATAN 

INDIKATOR  SUB KEGIATAN 4 

SUB 5 KEGIATAN 

Pelayanan & 

Konsultasi 

Pajak daerah 

terlaksananya 

pelayanan dan 

konsultasi pajak 

daerah 

Jumlah kegiatan 

Pelayanan & 

Konsultasi Pajak 

daerah 

Jumlah paket 

penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan sesuai 

rencana kebutuhan 

Penyediaan bahan 

bacaan dan peraturan 

perundang-undangan 

Tersusunnya laporan 

capaian kinerja & 

ikhtisar 

Terlaksanya 

penetapan retribusi 

daerah 

Penagihan Pajak 

daerah 

Jumlah 

dokumen 

pemeliharaan 

dan pelaporan 

Penilaian PBB-

P2 dan BPHTB 

Terlaksananya 

Penilaian PBB-

P2 dan BPHTB 

Jumlah 

kegiatan 

Penilaian PBB-

P2 dan BPHTB

Jumlah dokumen RKA-

SKPD yang tersusun 

Koordinasi & 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah dokumen 

pajak yang diteliti 

dan verifikasi 

tersusunnya  

dokumen pajak 

yang diteliti dan 

diverifikasi 

Pengendalian, 

Pemeriksaan dan 

Pengawasan Pajak 

Daerah 

Terlaksananya 

Pengadaan perlatan 

dan mesin lainnya

Jumlah peserta 

yang mengikuti 

penyuluhan

Penetapan 

wajib pajak 

daerah 

tersusunnya 

dokumen penetapan 

jenis pajak   atas 

ketetapan pajak 

daerah

Jumlah dokumen 

penetapan jenis 

pajak   atas 

ketetapan pajak 

daerah

Penelitian & 

Verifikasi data 

pelaporan pajak 

daerah 

Jumlah Pengadaan 

meubeleur 

Pengadaan 

perlatan dan 

mesin lainnya 

terlaksananya 

Pemeliharaan/reha

bilitasi gedung 

kantor dan 

bangunan lainnya  

Jumlah laporan 

pendidikan & pelatihan 

aparat yang diikuti 

sesuai tugas dan fungsi

Bimbingan 

teknis 

implementasi 

peraturan 

perundang-

Jumlah dokumen 

evaluasi & pelaporan 

capaian kinerja 

perangkat daerah 

yang tersusun 

Terlaksananya 

bimbingan teknis 

yang diikuti oleh 

aparat 

Jumlah Pengadaan 

perlatan dan mesin 

lainnya

Jumlah Penetapan 

wajib retribusi daerah 

Pelaporan 

pengelolaan retribusi 

daerah 

Terlaksananya 

Penyediaan Bahan 

Logistik Makanan dan 

Minuman bagi Pegawai 

sesuai rencana 

kebutuhan 

Terlaksananya 

Penyediaan Barang 

Cetakan & Penggandaan 

penunjang administrasi 

perkantoran sesuai 

rencana kebutuhan

Jumlah paket 

penyediaan perlatan 

rumah tangga 

perkantoran sesuai 

Penyediaan 

bahan logistik 

kantor 

Jumlah paket penyediaan 

bahan logistik makanan 

dan minuman bagi 

pegawai sesuai rencana 

kebutuhan

Penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan 

Pengadaan sarana & 

prasarana pendukung 

gedung kantor dan 

bangunan lainnya 

terlaksananya Pengadaan 

sarana & prasarana 

pendukung gedung 

kantor dan bangunan 

lainnya 

Jumlah paket 

Pengadaan sarana & 

prasarana pendukung 

gedung kantor dan 

bangunan lainnya

Jumlah realisasi 

jasa pelayanan 

umum kantor 

setiap bulan

Terlaksananya 

Pemeliharaan/ 

rehabilitasi sarana 

& prasarana gedung 

kantor atau 

Jumlah paket 

Pemeliharaan 

peralatan dan 

mesin lainnya 

Pemeliharaan/re

habilitasi gedung 

kantor dan 

bangunan 

lainnya  

Jumlah ASN yang 

mengikuti 

bimbingan teknis

Jumlah peserta 

penyuluhan dan 

penyebarluasan 

kebijakan retribusi 

Tersusunnya data 

retribusi daerah yang 

akurat

Penetapan wajib 

retribusi daerah 

Jumlah paket 

Pemeliharaan 

rehabilitasi 

gedung kantor 

dan bangunan 

lainnya  

Pemeliharaan/ 

rehabilitasi sarana 

& prasarana gedung 

kantor atau 

bangunan lainnya

Pengolahan data 

retribusi daerah 

Jumlah dokumen data 

penerimaan retribusi 

daerah yang dikelolah 

secara berkala 

Jumlah  

Pemeliharaan/ 

rehabilitasi sarana 

& prasarana gedung 

kantor atau 

bangunan lainnya



SASARAN SUB KEGIATAN 

INDIKATOR  SUB KEGIATAN 5 

SUB 6 KEGIATAN 

SASARAN SUB KEGIATAN 

INDIKATOR  SUB KEGIATAN 6 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

pengelolaan 

retribusi daerah 

Terlaksananya 

kegiatan 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

pengelolaan 

retribusi daerah 

Jumlah kegiatan 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

pengelolaan 

retribusi daerah 

Jumlah kegiatan 

penyelesaian 

keberatan pajak 

daerah

Terselenggaranya 

Koordinasi dan 

Konsultasi 

Pelaksanaan Tugas 

dan Fungsi Perangkat 

Daerah

Jumlah laporan  

koordinasi dan 

konsultasi SKPD yang 

dihadiri oleh aparat 

perangkat daerah 

Jumlah paket Penyediaan 

bahan bacaan dan 

peraturan perundang-

undangan  sesuai 

rencana kebutuhan 

Terlaksananya 

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

sesuai rencana 

kebutuhan

Penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD

Terselesaikannya 

keberatan pajak 

daerah 

Tersusunnya data 

retribusi daerah 

Terlaksananya 

penagihan pajak 

daerah 

Jumlah wajib pajak 

daerah yang 

ditagih 

Penyelesaian 

Keberatan Pajak 

daerah 

Terlaksananya 

kegiatan 

Pengendalian, 

Pemeriksaan dan 

Pengawasan Pajak 

Daerah 

Jumlah kegiatan 

Pengendalian, 

Pemeriksaan dan 

Pengawasan Pajak 

Daerah 

Jumlah dokumen 

laporan pengelolaan 

retribusi daerah

Pembinaan dan 

Pengawasan 

pengeloaan retribusi 

daerah 

Terlaksananya 

kegiatan Pembinaan 

dan pengawasan 

pengelolaan retribusi 

daerah

Jumlah kegiatan 

Pembinaan dan 

pengawasan 

pengelolaan 

Pendataan & 

Pendaftaran Objek 

Pajak Daerah 

Terlaksananya 

Pendataan & 

Pendaftaran Objek 

Pajak Daerah 

Jumlah laporan wajib 

pajak daerah yang 

dikelola pendataanya 

secara berkala 
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SASARAN I 

1. INSPEKTORAT 

DAERAH KAB. BONE  

2. SEKRETARIAT DAERAH 

KAB. BONE  

3. BAPPEDA KAB/.BONE 

4. BKAD KAB. BONE  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SASARAN II 

1. DINAS PERHUBUNGAN 

2.  DINAS PETERNAKAN  

3. DINAS PARIWISATA 

4. DINAS PERINDUSTRIAN 

5. DINAS PERDAGANGAN 

6. DINAS KESEHATAN 

7. BLUD 

8. DLH 

9. DPTSM 

10. PLN 

11. DINAS PEMUDA & OLAH RAGA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SASARAN III 

1. BANK SULSELBAR 

2. CAMAT 

3. LURAH 


